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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Penyusunan laporan keuangan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti
standar akuntansi pemerintahan yang diterima umum yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap
entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah
satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
berbasis akrual tersebut yang terdiri dari gabungan Laporan Keuangan seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CalLK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
disusun dengan mengacu berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah APBD Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBD tahun anggaran
2021 tanggal 22 Januari 2021 dan Peraturan Daerah Perubahan APBD Nomor 12
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Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 9 November
2021.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan gambaran akan pemenuhan kepatuhan
terhadap realisasi anggaran pendapatan daerah serta pemenuhan akan target realisasi
anggaran belanja daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
dibandingkan tahun sebelumnya, Neraca Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
menggambarkan posisi keuangan daerah yang terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas
dana. Dari Neraca dapat diperkirakan potensi pemasukan dari nilai aset produktif dan
dana yang harus dicadangkan untuk pelunasan kewajiban jangka pendek, Laporan
Arus Kas menggambarkan pergerakan kas dari beberapa aktivitas yang berbeda, yaitu
aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non-anggaran
dan Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan
operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya serta Laporan Perubahan Ekuitas
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu
dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) yang berisikan informasi untuk
memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, CaLK dimaksud adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi
tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan sebagaimana dijelaskan di atas dalam

rangka pengungkapan yang memadai.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2021 secara umum disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode pelaporan tahun anggaran 2021

dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi yaitu masyarakat,
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legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa atau pihak-pihak lain yang berkepentingan
terhadap laporan keuangan. Pelaporan keuangan terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan/belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah
daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang
telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis
dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas.
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen.
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pemerintah dalam tahun anggaran 2021 sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan
ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui
secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan ketaatan pada peraturan

perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah menyajikan informasi yang bermanfaat
bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang
memuat:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup
untuk membiayai pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan

dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
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3. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi
dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

5. Menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan aset,
kewajiban, ekuitas dana, perubahan saldo anggaran lebih, arus kas pemerintah
daerah, laporan operasional, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan
keuangan dibuat untuk lebih memudahkan para pembaca laporan keuangan dan
merupakan penjelasan atas nilai-nilai pos-pos/rekening dalam komponen laporan
keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Perubahan
Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2021 dasar penyusunannya adalah menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri 90 Tahun 2019
tentang Kilasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah

antara lain:

1. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945;

2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun Anggaran 2021;
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19.

20.

21.

22,

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penjabaran APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021;
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2021.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Bab V

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang
Telah Ditetapkan

Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4  Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang
Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran
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5.2 Penjelasan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4  Penjelasan Laporan Arus Kas
5.5 Penjelasan Laporan Operasional
5.6  Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
5.7 Pengungkapan Perbedaan LRA dan LO
5.8  Pengungkapan Akun-Akun Lainnya
Bab VI  Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1 Kondisi Umum Sulawesi Tengah
6.2  Gambaran Umum Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah
6.3 Informasi Tambahan Lainnya
Bab VII Penutup
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BAB 11
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang
mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat
difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan
mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan
target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021
mengacu pada indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi
Tengah yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan sebesar 13,06%;

b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,77%;
c. Ratio Gini sebesar 0,321%;

d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,55%;
e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,86%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 1,62%.

Indikator sosial ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 menurut
data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
a. Tingkat Kemiskinan sebesar 12,18%;
b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,75 %;
c. Ratio Gini sebesar 0,326%;

d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,79%;
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e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 11,70%;
f. Tingkat Inflasi sebesar 0,84%.

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis
kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk
memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non
pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin
adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan
dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota
periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus
pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan
keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat
perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman
kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk
miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah
seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif
terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan.

Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Pada bulan September 2021, jumlah penduduk miskin di Sulawesi
Tengah mencapai 381,21 ribu orang (12,18 persen), berkurang sebesar 23,20
ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 dan 22,53 ribu orang
dibandingkan kondisi September 2020.

Secara umum, pada periode Maret 2013-September 2021, tingkat
kemiskinan di Sulawesi Tengah mengalami penurunan baik dari sisi jumlah
maupun persentasenya, namun sejak 2015 tingkat kemiskinan tersebut

menunjukkan fluktuasi yang cenderung meningkat hingga 2017 sebelum
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akhirnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga 2020. Pada September

2020, akibat adanya pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat.
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Gambar 2.1

Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Sulawesi Tengah
Tahun 2013- 2021

Dilihat dari sebarannya, persentase penduduk miskin di kawasan
perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan kawasan pedesaan. Dimana
jumlah penduduk miskin perkotaan tahun 2021 adalah sebesar 86,67 ribu
orang (8,82%) dan penduduk miskin pedesaan sebesar 294,54 ribu orang
(13,71%). Hal ini bisa dipahami karena penduduk pedesaan memiliki akses
layanan publik yang lebih rendah, seperti rendahnya tingkat pendidikan.
Disamping itu mayoritas penduduk pedesaan bekerja disektor pertanian
dimana nilai produk pertanian semakin menurun. Karenanya penduduk
pedesaan memiliki pendapatan yang relatif rendah dibandingkan dengan
penduduk perkotaan.

Upaya-upaya pengurangan kesenjangan dengan memfokuskan
pembangunan dikawasan pedesaan menjadi prioritas dengan pengembangan
wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir Sulawesi Tengah
merupakan daerah tertinggal dan miskin. Perencanaan tata ruang juga
mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan daya dukung lingkungan.
Selain itu upaya peningkatan pendapatan untuk mendorong pengentasan
kemiskinan  juga perlu dilakukan dengan memfokuskan  program
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penanggulangan kemiskinan di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan.
Sinergi program pengentasan kemiskinan termasuk dengan pihak non
pemerintah dilakukan untuk menguatkan fokus program pengentasan
kemiskinan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode
September 2020 — Maret 2021 antara lain adalah:
a. Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan September 2021 meningkat sebesar

4,95 persen menjadi 101,76 dari 96,81 pada Maret 2021.

b. Laju inflasi Maret 2021 — September 2021 turun sebesar 0,86% menjadi
0,52% dari 1,38% pada September 2020 — Maret 2021.

c. Inflasi pada September 2021 sebesar -0,04, sedangkan pada Maret 2021
tercatat sebesar 0,2.

d. TPT Agustus 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,02% menjadi 3,75%
dari 3,73% pada Februari 2021.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah
tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu
memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus
harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret — September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks
Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2021 adalah 2,43 turun menjadi 2,24 pada
September 2021, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami
penurunan dari 0,64 menjadi 0,62 pada periode yang sama.

Apabila dilihat pada periode sebelumnya yaitu bulan September 2020,
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
pada bulan September 2021 juga masih lebih rendah.

Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di
Sulawesi Tengah menurut daerah posisi September 2020 - September 2021
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.1
Indeks Kedalamam Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Sulawesi
Tengah menurut daerah
posisi September 2020-September 2021

Tahun Perkotaan Perdesaan Total

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Sep-20 1,83 3,2 2,78

Mar-21 1,55 2,82 2,43

Sep-21 1,48 2,59 2,24
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Sep-20 0,43 1,07 0,87

Mar-21 0,41 0,75 0,64

Sep-21 0,43 0,7 0,62

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan dan
Indeks Keparahan Kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di
daerah perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan
untuk daerah perkotaan sebesar 1,48, sementara di daerah perdesaan jauh
lebih tinggi, yaitu mencapai 2,59. Sementara itu nilai Indeks Keparahan
Kemiskinan untuk perkotaan adalah 0,43 sedangkan di daerah perdesaan
mencapai 0,7. Selanjutnya tabel dibawah ini menunjukan garis kemiskinan
Sulawesi Tengah dalam perspektif regional Sulawesi, pada kondisi bulan Maret
2021 — September 2021.

Tabel 2.2
Garis Kemiskinan Menurut Provinsi dan Daerah
Maret — September 2021

No Tahun Perkotaan Perdesaan Total

Mar-21 Sep-21 Mar-21 Sep-21 Mar-21 Sep-21
71 Sulawesi Utara 416.158 423427 404.635 411.450 410805  417.930
73 SulLawesi Selatan 389.804 403.751 403.751 368.465 372491 384.455
74 SuLawesi Tenggara 394.183 410.332 410.751 385.845 378589  394.744
75 Gorotalo 389.959 401.219 401.219 398.806 389.827  400.504
76 SuLawesi Barat 368.899 382.292 382.292 384.598 364.251  384.084

Sumber data : BPS Prov. Sulteng, 2020
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Tabel di atas menunjukan bahwa garis kemiskinan Provinsi Sulawesi
Tengah berada paling tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan provinsi-
provinsi di Pulau Sulawesi pada periode bulan Maret — September 2021. Pada
periode Maret 2021 garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan)
untuk perkotaan sebesar 506.383 dan bulan September sebesar 516.374.
Sedangkan garis kemiskinan di Sulawesi Tengah (Rp/kapita/bulan) untuk
pedesaan periode Maret 2021 tercatat sebesar 492.234 dan periode September
sebesar 500.351.

Penurunan angka kemiskinan kedepan merupakan peran dan komitmen
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta para stakeholder dalam
upaya mengeroyok kemiskinan khususnya di Sulawesi Tengah. Pemerintah
bersama instansi terkait akan mengambil langkah yang strategis melalui
berbagai intervensi baik melalui program multi sasaran maupun melalui operasi
pasar dan pengendalian harga. Tiga pilar penanggulangan kemiskinan di
Sulawesi Tengah yang harus dibangun terus-menerus yaitu :

a. Memperluas kesempatan kerja (Pomoting Opportunities for the Poor);

b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat ( Facilitating Empowerment);

c. Memperkuat ketahanan sosial (Enhancing Social Security).

Diharapkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka
penurunan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan dengan baik
yang pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Peran pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan
dilakukan melalui program :
Program penanganan fakir miskin.

o o

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Program perlindungan sosial koban bencana alam.

™ o a 0

Program Perlindungan sosial korban bencana sosial.
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g. Program Jaminan sosial keluarga (Bantuan Tunai Bersyarat/PKH)

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak
digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus
2021 sebesar 3,75 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja,
terdapat sekitar empat orang penganggur. TPT mengalami penurunan sebesar
0,02 persen dibandingkan Agustus 2020, namun mangalami kenaikan sebesar
0,02 persen dibandingkan dengan Februari 2021.

Gambar dibawah ini menunjukan perkembangan TPT menurut daerah
tempat tinggal dan menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada
periode 2020-2021.
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Gambar 2.2
Perkembangan TPT menurut daerah tempat tinggal dan menurut tingkat
pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada periode 2020-2021.

Dari gambar di atas jika dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di daerah
perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT di perdesaan. Pada
Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 5,74 persen, sedangkan TPT di
perdesaan sebesar 2,86 persen. Dibandingkan Agustus 2020, TPT perkotaan
turun sebesar 0,59 persen dan TPT perdesaan naik sebesar 0,20 persen. Jika
dibandingkan dengan Februari 2021, TPT perkotaan mengalami penurunan
sebesar 0,08 persen sedangkan TPT perdesaan mengalami kenaikan sebesar
0,03 persen.

LKPD Provinsi Sulawesi Tengahk Tahun 2021 (Audited)




Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2020, TPT
pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi
dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesr 5,37 persen.
Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah
Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,58 persen.

Dibandingkan Agustus 2020, kenaikan TPT tertinggi pada kategori
Diplma I/II/III yaitu sebesr 1,35 persen. Penurunan TPT tertinggi pada
kategori pendidikan SMK sebesar 1,94 persen. Namun jika dibandingkan
Februari 2021 kategori pendidikan yang mengalami kenaikan TPT adalah
tamatan jenjang SMP sebesar 1,57 persen dan penurunan TPT terbesar adalah
pada tamatan SMK vyaitu sebesar 5,67% persen.

Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan
yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk
perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya
pembatasan aktivitas. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya
juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan
menjadi empat komponen yaitu a) penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang
pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2020; c) penduduk yang
bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang
mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi ¢) dan d) merupakan dampak
pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja,
sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi
mereka yang berhenti bekerja.

Berkurangnya jam kerja adalah dampak Covid-19 yang paling banyak
dirasakan penduduk usia kerja, sebanyak 69,48 ribu orang atau sebesar 56,63
persen. Sedangkan jumlah penganggur karena dampak Covid-19 sebanyak
3,71 ribu orang atau sekitar 67,97 persen terhadap total penganggur di
Sulawesi Tengah. Secara umum, pada semua kategori tersebut, penduduk laki-
laki lebih banyak terdampak dibandingkan perempuan. Sedangkan menurut
tempat tinggal, penduduk perkotaan dan perdesaan sama-sama terdampak
Covid-19.
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2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat kepincangan
pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu negara atau wilayah yang
telah diakui secara luas. Rasio Gini dengan asumsi-asumsi tertentu dapat pula
dipergunakan untuk bahan analisis perbandingan pembagian pendapatan relatif
antar masyarakat dari beberapa negara atau wilayah dan kecenderungan
kepincangan pembagian pendapatan antara anggota masyarakat tertentu. Nilai

dari Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

a. Rasio Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata
sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian
pendapatan yang sama

b. Rasio Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata
mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan

tertentu saja.

Nilai Rasio Gini Sulawesi Tengah selama periode Maret 2016 -
September 2021 terus mengalami fluktuasi. Pada Maret 2016 hingga
September 2018 nilainya cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa
selama periode Maret 2016 hingga September 2018 terjadi perbaikan
pemerataan pengeluaran di Sulawesi Tengah. Namun demikian pada periode
September 2018 hingga September 2019 nilainya relatif mengalami
peningkatan, lalu kembali menurun pada periode September 2019 — Maret

2021, dan pada September 2021 meningkat lagi.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan pada
September 2021 adalah sebesar 0,351 naik masing-masing sebesar 0,008 poin
dibanding Maret 2021 yang sebesar 0,343, dan 0,017 poin dari September
2020 yang sebesar 0,334. Untuk daerah perdesaan, pada Maret 2021 Rasio

Gini adalah sebesar 0,278 turun masing-masing sebesar 0,001 poin dibanding
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Maret 2021 yang sebesar 0,279, dan 0,017 poin dibanding September 2020
yang sebesar 0,295.
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Gambar 2.3

Perkembangan Rasio Gini, Maret 2016 — September 2021

Selain Rasio Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan
adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah
atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat
ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika
persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya
dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17

persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen.

Pada September 2021, persentase pengeluaran pada kelompok 40
persen terbawah adalah sebesar 20,55 persen yang berarti ada pada kategori
ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen
terbawah pada September 2021 ini mengalami penurunan jika dibandingkan
dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 21,17 persen, namun meningkat

dibanding kondisi September 2020 yang sebesar 20,92 persen.
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Jika dilihat menurut klasifikasi daerah, ukuran ketimpangan di perkotaan
lebih tinggi dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan, meskipun masih
pada kategori rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40
persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2021 adalah sebesar
18,15 persen, sementara itu persentase pengeluaran pada kelompok penduduk
40 persen terbawah di daerah perdesaan pada September 2021 adalah

sebesar 23,06 persenz.

Selama periode September 2020 — September 2021, nilai Rasio Gini
Sulawesi Tengah adalah yang terendah dibanding provinsi lain di Sulawesi.
Pada September 2021, dengan nilai Rasio Gini sebesar 0,326 menempatkan
Sulawesi Tengah pada urutan ke-14 terendah se-Indonesia. Demikian juga
untuk wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai Rasio Gini perkotaan dan

pedesaan di Sulawesi Tengah selama periode tersebut selalu yang terendah.

Dibanding dengan Rasio Gini nasional pada September 2021 yang
sebesar 0,381, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan
Sulawesi Selatan memiliki nilai Rasio Gini lebih rendah, sedangkan Provinsi
Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki nilai Rasio Gini yang lebih tinggi.
Kondisi ini masih sama jika dibandingkan dengan kondisi September 2020

maupun Maret 2021.

Tabel 2.3
Rasio Gini Menurut Provinsi Se-Sulawesi
Provinsi Setpember 2021
Kota Desa K+D

Sulawesi Utara 0,359 0,347 0,359
Sulawesi Tengah 0,351 0,278 0,326
Sulawesi Selatan 0,387 0,334 0,377
Sulawesi Tenggara 0,402 0,353 0,394
Gorontalo 0,407 0,39 0,409
Sulawesi Barat 0,451 0,326 0,366
Indonesia 0,398 0,314 0,381
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2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat untuk mengukur
kualitas sumber daya manusia suatu negara. Indikator yang menjadi tolok ukur
diantaranya kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi
masyarakat. Bahkan indeks ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah
suatu wilayah adalah wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah

terbelakang.

Tabel. 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2014 -2021

IPM !
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
66,43 66,76 67,47 68,11 6888 695 6955 69,79

Tabel 2.5 maupun gambar 2.4 menunjukan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) di Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2019. Dapat dilihat
bahwa nilai IPM Sulawesi Tengah di tahun 2014 hingga 2021 mengalami
peningkatan. IPM tahun 2021 meningkat dari 69,55 pada tahun 2020 menjadi
69,79 pada tahun 2021.

Secara umum, pembangunan manusia Sulawesi Tengah terus
mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021. IPM Sulawesi Tengah
meningkat dari 63,29 pada tahun 2010 menjadi 69,79 pada tahun 2021 atau
rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Pada 2020 — 2021, IPM
Sulawesi Tengah tumbuh 0,35 persen, angka pertumbuhan ini lebih tinggi
apabila dibandingkan dengan kenaikan pada 2019 — 2020, yang hanya tumbuh
sebesar 0,07 persen. Meskipun selama periode 2010 — 2021 IPM Sulawesi
Tengah menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia
Sulawesi Tengah masih sama. Hingga saat ini, pembangunan manusia Sulawesi

Tengah masih berstatus “sedang”, yang disandang sejak tahun 2010.

Angka IPM Sulawesi Tengah ini masih berada di bawah angka IPM
Nasional yang sebesar 72,29. Apabila dibandingkan dengan 34 provinsi di

LKPD Provinsi Sulawesi Tengahk Tahun 2021 (Audited) Bab Il - 19



Indonesia, IPM Sulawesi Tengah menempati posisi 25. Hal ini menunjukkan

posisi peringkat Sulawesi Tengah masih sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Berikut grafik yang menggambarkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga tahun 2021.
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Gambar 2.4
Indeks Pembangunan Manusia Periode Tahun 2014 -2021

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
1. Menurut Lapangan Usaha

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021
(g-to-gq) mengalami pertumbuhan sebesar 4,89 persen. Pertumbuhan terjadi
pada hampir semua lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang
terkontraksi sebesar 0,66 persen. Lapangan usaha yang mengalami
pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,18
persen, Konstruksi sebesar 14,70 persen, serta Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,76 persen. Sementara itu,
lapangan usaha lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta
Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan juga mengalami

pertumbuhan masing-masing sebesar 6,61 persen dan 2,69 persen.
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Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut lapangan usaha atas dasar
harga berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan berarti.
Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha
Industri Pengolahan sebesar 34,88 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan,
dan Perikanan sebesar 18,23 persen, dan Pertambangan dan Penggalian
sebesar 14,72 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam
perekonomian Sulawesi Tengah mencapai 67,82 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV tahun 2021 dibandingkan triwulan
IV tahun 2020 (y-on-y) tumbuh 11,90 persen. Pertumbuhan terjadi pada
semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan
signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 30,09 persen dan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
24,84 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan, serta Pertambangan dan Penggalian yang memiliki peran dominan
juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 10,80 persen, 11,92
persen dan 10,49 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh
lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan
adalah Industri Pengolahan sebesar 19,62 persen. Diikuti Konstruksi sebesar
16,88 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,46 persen,
Pertambangan dan Penggalian sebesar 12,23 persen, serta Jasa Keuangan dan

Asuransi sebesar 10,29 persen.
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Gambar 2.5

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (persen)

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Sulawesi Tengah Menurut

Lapangan Usaha (persen)

Laju Pertumbuhan (persen) Sumber Pertumbuhan (persen)
Kum Triw V- Kum Triw V-
Triw1V-2021  Triw IV-2021 2021 Triw1V-2021  Triw 1V-2021 2021
Lapangan Usaha Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap Terhadap
Kum Triw V- Kum Triw V-
Triw 111-2021  Triw IV-2020 2020 Triw [11-2021  Triw IV-2020 2020
(9-to q) (y-on-y) (c-to-c) (9-to-q) (y-on-y) (c-to-c)
(1) (2 3 (4 6] (6) (7)
A, |Pertanian Kehutanan dan Perikanan 6,61 11,92 4,80 1,36 2,49 1,06
B, [Pertambangan dan Penggalian 2,69 10,49 12,32 0,45 1,73 2,02
C, |Industri Pengolahan -0,66 10,8 19,62 -0,20 3,06 5,33
D, |Pengadaan Listrik dan Gas 3,38 5,09 3,98 0,00 0,00 0,00
E Pgngadaan Air, Pengelolaan Sampah, 086 142 401 0,00 0,00 0,00
Limbah dan Daur Ulang
F, |Konstruksi 14,7 15,41 16,88 1,30 1,45 1,48
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
G, Mobildan Sepeda Molor 8,10 24,84 10,62 0,53 1,51 0,69
H, |Transportasi dan Pergudangan 30,18 30,09 6,49 0,55 0,58 0,13
|, _[Penyediaan Akomodasi dan makan Minum 6,57 7,68 13,46 0,02 0,03 0,05
J, |Informasi dan Komunikasi 2,32 10,3 8,49 0,08 0,36 0,31
K, [Jasa Keuangan dan Asuransi 0,60 4,92 10,29 0,01 0,09 0,19
L, |RealEstat 7,89 741 2,40 0,10 0,10 0,03
M,N, [Jasa Perusahaan 8,80 5,95 3,10 0,02 0,01 0,01
o, Adminish'asi .Peme[iniahan, Pertahanan dan 13.76 665 589 058 032 028
jaminan Sosial Wajib
P, |Jasa Pendidikan 1,21 1,73 1,21 0,03 0,05 0,03
Q, |Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,67 713 52 0,04 0,09 0,06
R’S’T Jasa Lainnya 1,79 5,03 2,83 0,01 0,03 0,02
PDRB 4,89 11,90 11,70 4,89 11,90 11,70
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2.  Menurut Pengeluaran

Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021
tumbuh sebesar 4,89 persen (g-to-q). Pertumbuhan terjadi pada hampir semua
komponen Pengeluaran, kecuali komponen Ekspor Barang dan Jasa yang
terkontraksi sebesar 0,81 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 21,45 persen;
komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 12,46 persen;
komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah
Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,27 persen; dan komponen Pengeluaran
Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 2,57 persen. Sementara itu,
komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam

PDB menurut pengeluaran) mengalami pertumbuhan sebesar 2,19 persen.

Struktur PDRB Sulawesi Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga
berlaku triwulan IV-2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti.
Perekonomian Sulawesi Tengah masih didominasi oleh komponen Ekspor
Barang dan Jasa yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sulawesi Tengah
yaitu sebesar 94,40 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 51,08 persen;
Komponen PK-RT sebesar 30,14 persen; komponen PK-P sebesar 9,45 persen;
Komponen PK-LNPRT sebesar 1,41 persen; dan komponen Perubahan Inventori
sebesar 0,63 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai

faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 87,11 persen.

Ekonomi Sulawesi Tengah tahun 2021 dibanding tahun 2020 tumbuh
sebesar 11,70 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen
pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PMTB sebesar
49,10 persen, komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,66 persen, diikuti
komponen PK-P sebesar 4,93 persen, komponen PK-RT sebesar 2,71 persen,
dan komponen PK-LNPRT sebesar 1,20 persen. Sementara itu, komponen

Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 36,28 persen.
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Gambar 2.6
Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (persen)

Tabel 2.6
Laju dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah Menurut

Pengeluaran Triwulan IV-2021 Tahun Dasar 2010

Laju Pertumbuhan (persen) Sumber Perfumbuhan
Triw V-2021 | Triw V-2021 | Kum Triw V- | Triw IV-2021 | Triw V- | Kum Triw
Kompanen Terhadap Triw| Terhadap 2021 Terhadap Triw| 2021 IV-2021
[-2021 Triw IV-2021 | Terhadap [-2021 Terhadap | Terhadap
Kum Triw V- Triw V- [ Kum Triw
2021 2021 IV-2021
1 Pengeluaran Konsumsi
Rumah Tangga 2,57 4,35 2,71 0,82 1,53 0,99
9 Pengeluaran Konsumsi
LNPRT 6,27 1,94 1,20 0,08 0,03 0,02
3 Pengeluaran Konsumsi
Pemerintah 21,45 457 493 1,59 0,44 0,41
4 Pembentukan Modal Tetap
Bruto 12,46 35,73 49,10 5,49 14,60 17,06
5 |Perubahan Inventori
6 |Ekspor Barang dan Jasa -0.81 21,48 23,66 -0,99 24,06 25,33
7 Dikurangi Impor Barang
dan Jasa 2,19 29,34 36,28 2,46 29,19 32,14
PDRB 4,89 11,90 11,70 4,89 11,90 11,70
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2.1.6 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada
umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa
di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga
barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian,
inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang
dan jasa secara umum.

Pada bulan Desember 2021 inflasi gabungan dua kota di Provinsi
Sulawesi Tengah adalah sebesar 0,84 persen, sementara inflasi tahun kalender
dan inflasi tahun ke tahun dari Desember 2020 hingga Desember 2021 sebesar
2,20 persen. Dari dua kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu tercatat
mengalami inflasi sebesar 0,77 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi
tahun ke tahun sebesar 2,14 persen. Sementara Kota Luwuk pada bulan ini
mengalami inflasi sebesar 1,05 persen dengan inflasi tahun kalender dan inflasi
tahun ke tahun sebesar 2,48 persen

Inflasi pada bulan Desember 2021 dipengaruhi oleh naiknya indeks
harga pada kelompok transportasi sebesar 1,80 persen, diikuti oleh kelompok
makanan, minuman dan tembakau (1,78 persen), kelompok rekreasi, olahraga,
dan budaya, (1,14 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar
rumah tangga (0,54 persen), kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran (0,32 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan
pemeliharaan rutin rumah tangga (0,30 persen), kelompok kesehatan (0,24
persen) dan kelompok pendidikan (0,03 persen). Sementara penurunan indeks
harga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar
0,71 persen, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 persen dan

kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,01 persen.
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2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021
yang meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran
2021 terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
1. Pendapatan Daerah dikelompokkan kepada:

a. Pendapatan Asli Daerah.
b. Pendapatan Transfer.
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.
2. Belanja dikelompokkan menjadi :
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tidak Terduga
d. Belanja Transfer
3. Pembiayaan meliputi :
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah.
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan
pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus

anggaran.

Sejalan dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang merupakan penjabaran

LKPD Provinsi Sulawesi Tengahk Tahun 2021 (Audited) Bab Il - 26



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terdapat beberapa permasalahan
pokok yang menjadi prioritas pembangunan daerah yaitu:

a. Pendidikan dan Kesehatan.

b. Pengentasan kemiskinan.

Revitalisasi pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan.

Iklim investasi dan iklim usaha.

Peningkatan infrastruktur dan Energi.

Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Pembangunan hukum dan ketertiban, dan

@ ™o a0

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

Kebutuhan APBD lebih diorientasikan pada upaya:
Penanggulangan kemiskinan.
Pengurangan kesenjangan antar wilayah serta penciptaan keamanan.
Penyediaan sarana dan prasarana dasar.
Peningkatan daya saing dan daya tarik investasi.
Revitalisasi pertanian, perikanan kelautan dan perdesaan.
Penegakan hukum dan HAM.

Mitigasi dan penanggulangan bencana.

S @ ™ e a0 T oo

Pemantapan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Untuk tercapainya sasaran program dan kegiatan yang diharapan dapat
menyelesaikan atau mengurangi kualitas dan kuantitas masalah pada tahun
berjalan seluruh program prioritas dituangkan pada Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Sejalan dengan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
Anggaran 2021 dan RKPD Tahun 2021 yang merupakan acuan dalam

penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pokok-pokok
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ketentuan perundang-undangan dan kebijakan nasional sehingga keserasian,

sinkronisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan antara pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah dapat tercapai.

Secara garis besar rencana target anggaran setelah perubahan dan

realisasi dari struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021

sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2021
: 2021
Uraian
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
PENDAPAT AN 4.327.677.511.238,00 | 4.695.680.785.591,80 | 108,50
BELANJA 4.669.877.792.403,00 | 4.339.507.807.93143 | 92,93
SURPLUS / (DEFISIT) (342.200.281.165,00)|  356.172.977.660,37 | (104,08)
PEMBIAYAAN NETTO 342.200.281.165,00 | 342.565.200.390,51 | 100,11
SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 698.738.178.050,88

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan

sebagai berikut:

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam
Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan pada:
a. Peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
yang lebih efektif dan efisien;
b. Perluasan potensi obyek sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
c. Peningkatan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Kebijakan-kebijakan diatas diharapkan dapat memberi dampak untuk
peningkatan pendapatan daerah yang perlu ditunjang dengan pengembangan
sistem administrasi, Sumber Daya Manusia dan infrastruktur yang memadai
agar semua unsur terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah terintegrasi,

serta dapat menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
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Dalam struktur APBD Provinsi Sulawesi Tengah yang dominan
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah
dengan total realisasi sebesar Rp1.074.422.295.409,10 mencapai 115,03% dari
total target Pajak Daerah sebesar Rp934.000.000.000,00.

2.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan
memperijelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidang pemerintahan daerah
sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh perangkat-
perangkat daerah sebagai pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi masing-masing dan dituangkan dalam klasifikasi Belanja
Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal terdiri dari belanja
modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal aset tetap
lainnya dan belanja modal aset tidak berwujud, sedangkan Belanja Transfer
terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan Perubahan Anggaran tahun anggaran 2021 Belanja Daerah
dianggarkan sebesar Rp4.669.877.792.403,00 dan terealisasi sebesar
Rp4.339.507.807.931,43 atau 92,93%.

Melihat total realisasi Belanja Daerah yang hanya mencapai jumlah
Rp4.339.507.807.931,43 maka terdapat besaran jumlah anggaran yang tidak
terserap pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp330.369.984.471,57. Tidak
tercapainya realisasi belanja sebagaimana diuraikan di atas disebabkan antara

lain:
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Dari sisi Belanja Pegawai diantaranya disebabkan banyak pegawai telah
memasuki masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja

berkenaan.

. Insentif Pajak Daerah tidak seluruhnya dicairkan karena beberapa target

penerimaan atas pajak tersebut tidak dapat direalisasikan, serta adanya
pemotongan Tambahan Penghasilan atas hak pegawai yang tidak
melaksanakan tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan

tersebut.

. Dari sisi Belanja Langsung disebabkan antara lain: adanya penghematan

pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan,
efisiensi penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan
fisiknya mencapai 100%.

Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).

. Beberapa paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK terlambat

dilaksanakan karena keterlambatan Petunjuk Teknis dari Kementerian
terkait dan juga terdapat beberapa paket pekerjaan DAK yang tidak dapat
direalisasikan tahun 2020 disebabkan sumber pendapatan DAK dari pusat
tidak ditransfer sehingga atas belanja tersebut dibebankan pada APBD
tahun 2021.

. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan

yang tinggi terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga
mengakibatkan  terdapat beberapa paket pekerjaan mengalami

keterlambatan.

. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan

antara lain jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan
dengan jumlah paket yang harus dilelang sehingga harus dilakukan

penjadwalan ulang dan ketidaklengkapan dokumen lelang.
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8. Beberapa belanja lainnya yang tidak dapat dibayarkan, karena persyaratan
pengajuan pembayaran tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan.
9. Beberapa belanja yang secara fisik telah dicapai 100% namun terjadi

efisiensi belanja akibat terjadinya ekskalasi harga dan penyebab lainnya.

e ——————
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BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PPKD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PPKD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diklasifikasikan pada
bidang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021. Capaian ringkasan realisasi
APBD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Ringkasan Realisasi APBD 2021 Provinsi Sulawesi Tengah

BERTAMBAH / 0

URAIAN ANGGARAN REALISASI (BERKURANG) Yo
PENDAPATAN 4.327.677.511.238,00 | 4.695.680.664.185,80 | 368.003.152.947,80 | 108,50
?F,E/L“[)D)APATAN ASLIDAERAH 1.247.983.639.798,00 |  1.494.246.152.092,51 246.262.512.294,51 | 119,73
PENDAPATAN TRANSFER 3.022.204.549.603,00 | 3.149.096.842.573,00 126.892.292.970,00 | 104,20
LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH 57.489.321.837,00 52.337.669.520,29 (5.151.652.316,71)| 91,04
BELANJA 4.669.877.792.403,00 | 4.339.507.807.931,43 | (330.369.984.471,57)| 92,93
BELANJA OPERASI 3.524.235.029.125,00 | 3.281.689.920.334,27 |  (242.545.108.790,73)| 93,12
BELANJA MODAL 552.158.055.662,00 500.901.619.442,16 (51.256.436.219,84)] 90,72
BELANJA TIDAK TERDUGA 32.807.798.009,00 23.674.085.565,00 (9.133.712.444,00) 72,16
BELANJA TRANSFER 560.676.909.607,00 533.242.182.590,00 (27.434.727.017,00)] 95,11
SURPLUS / DEFISIT (342.200.281.165,00)|  356.172.856.254,37 | 698.373.137.419,37 | (104,08)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 342.200.281.165,00 342.565.321.796,51 365.040.631,51 | 100,11
PENGELUARAN PEMBIAYAAN ] ] ] ]
DAERAH
PEMBIAYAAN NETTO 342.200.281.165,00 342.565.321.796,51 365.040.631,51 | 100,11
SISA LEBIH/KURANG
PEMBIAYAAN TAHUN - 698.738.178.050,88 | 698.738.178.050,88 -
BERKENAAN

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Berdasarkan Kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja
berdasarkan urusan, maka dapat disajikan realisasi pendapatan dan belanja APBD

tahun 2021 per urusan sebagai berikut :

3.1.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan yang diperoleh di tahun anggaran 2021 dalam rangka

membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara
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keseluruhan pencapaiannya sebesar Rp4.695.680.785.591,80 atau 108,50%, dari total

anggaran pendapatan sebesar Rp4.327.677.511.238,00.

Dari total realisasi sebesar Rp4.695.680.785.591,80 diperoleh dari SKPD yang

disajikan per urusan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Pendapatan Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2021

f S Bertambah/ 0

Uraian Anggaran Realisasi (] %
PENDAPATAN 4.327.677.511.238,00 | 4.695.680.785.501,80 | 368.003.274.353,80 | 108,50
g;‘;:‘" Wajib Pelayanan |, 055 780.000,00 | 329.046.581.940,29 | 116.990.792.940,20 | 155,17
Pendidikan 8.012.000,00 242.348.797,00 234.336.797,00 | 3.024,82
Kesehatan 210.459.997.000,00 | 326.954.241.643,29 | 116.494.244.64329 | 15535
Pekerjaan Umum dan 1,522.500.000,00 1,784.231.500,00 261.731.500,00 | 117,19
Penataan Ruang
Sosial 65.280.000,00 65.760.000,00 480.000,00 | 100,74
Urusan Wajib Bukan 1.683.510.725,00 |  1.911.095.290,58 227.584.565,58 | 113,52
Pelayanan Dasar
Tenaga Kerja 1.380.000.000,00 | 1.514.055.000,00 134.055.000,00 | 109,71
Pangan 8.000.000,00 10.321.275,00 232127500 | 129,02
Perhubungan 200.000.000,00 342.543.090,00 142.543.090,00 | 171,27
Komunikas dan 11.420.000,00 823.200,00 (10.596.800,00)| 7,21
Informatika
Koperasi, Usaha Kecil dan 33.000.000,00 3.010.000,00 (29.990.000,00) 9,12
Menengah
Penanaman Modal 35.090.725,00 35.000.725,58 0,58 | 100,00
Perpustakaan 16.000.000,00 5.252.000,00 (10.748.000,00)] 32,83
Urusan Pilihan 15.548.228.000,00 | 16.315.144.590,00 766.916.590,00 | 104,93
Kelautan dan Perikanan 12.458.228.000,00 | 12.975.954.500,00 517.726.500,00 | 104,16
Pariwisata 75.000.000,00 19.250.000,00 (55.750.000,00)| 25,67
Pertanian 2.023.000.000,00 | 2.400.941.570,00 377.941570,00 | 118,68
Kehutanan 581.000.000,00 671.764.635,00 90.764.635,00 | 115,62
Perindustrian 411.000.000,00 247.233.88500 |  (163.766.115,00) 60,15
Urusan Pemerintahan | , 445 389 983.513,00 | 4.348.407.963.770,03 | 250.017.980.257,93 | 106,10
Fungsi Penunjang
Sekretariat Daerah 36.490.000,00 53.358.200,00 16.868.200,00 | 146,23
Perencanaan 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -
Keuangan 4.092.244.599.513,00 | 4.342.281.558.180,93 | 250.036.958.667,93 | 106,11
Kepegawaian 2.164.000,00 2.163.190,00 (810,00 99,96
Pendidikan dan Pelathan 6.071.730.000,00 | 6.022.534.200,00 (49.195.800,00)] 99,19
Penghubung 35.000.000,00 37.550.000,00 2550.000,00 | 107,29

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Tabel 3.2 menunjukan bahwa capaian realisasi pendapatan tahun 2021
mencapai 108,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.327.677.511.238,00.
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Realisasi pendapatan terbesar pada bidang keuangan sebesar Rp4.342.281.558.180,93
dan realisasi pendapatan terendah pada bidang Komunikasi dan Informatika sebesar
Rp823.200,00.

3.1.2 Belanja

Realiasi belanja daerah tahun 2021 terealisasi sebesar

Rp4.339.507.807.931,43 atau sebesar 92,93% dari total anggaran belanja daerah
sebesar Rp4.669.877.792.403,00. Dari total realisasi sebesar Rp4.339.507.807.931,43

terbelanjakan pada urusan dan bidang sebagai berikut :

anggaran

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Belanja Menurut Urusan
Tahun Anggaran 2021

Uraian Anggaran Realisasi gertambal %
(Berkurang)
BELANJA 4.669.877.792.403,00 4.339.507.807.931,43 (330.369.984.471,57)] 92,93
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.650.554.937.033,00 2.514.647.158.815,82 (135.907.778.217,18)| 94,87
Pendidikan 1.569.241.436.914,00 1.496.890.629.588,00 (72.350.807.326,00) 95,39
Kesehatan 535.946.453.795,00 508.587.639.970,74 (27.358.813.824,26)| 94,90
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 416.180.670.081,00 390.886.660.842,00 (25.294.009.239,00)( 93,92
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 63.005.255.142,00 58.079.118.340,08 (4.926.136.801,92) 92,18
E::::Zjnmgaa:d“jzsﬁirﬁ:f“ Umum sera 37.407.294.170,00 34.234.360.623,00 (347293354700 9152
Sosial 28.773.826.931,00 25.968.749.452,00 (2.805.077.479,00)( 90,25
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 353.591.682.331,00 329.309.489.213,23 (24.282.193.17,77)| 9313
Tenaga Kerja 39.530.982.247,00 36.321.206.228,00 (3.209.776.019,00)( 91,88
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19.293.409.133,00 18.594.982.547,00 (698.426.586,00) 96,38
Pangan 73.274.348.785,00 68.676.621.598,00 (4.597.727.187,00)( 93,73
Pertanahan 422.955.500,00 396.879.750,00 (26.075.750,00)] 93,83
Lingkungan Hidup 13.558.029.578,00 12.719.876.131,00 (838.153.447,00)] 93,82
Administrasi Kependudukan dan Capil 11.078.817.150,00 9.388.798.095,00 (1.690.019.055,00)( 84,75
Pemberdayaan Masyarakat Desa 19.621.931.868,00 17.502.891.010,00 (2.119.040.858,00) 89,20
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.880.116.653,00 10.646.035.246,00 (234.081.407,00) 97,85
Perhubungan 19.468.314.148,00 17.555.861.139,00 (1.912.453.009,00)( 90,18
Komunikasi dan Informatika 22.838.043.033,00 21.775.408.630,00 (1.062.634.403,00)( 9535
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21.059.065.026,00 18.491.413.905,00 (2.567.651.121,00) 87,81
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Uraian Anggaran Realisasi Sertambal %
(Berkurang)
Penanaman Modal 17.729.641.737,00 16.836.195.563,00 (893.446.174,00)] 94,96
Kepemudaan dan Olah Raga 57.258.173.674,00 55.187.395.186,23 (2.070.778.487,77)| 96,38
Statistik 468.720.000,00 464.215.395,00 (4.504.605,00)( 99,04
Persandian 404.956.700,00 376.795.655,00 (28.161.045,00)| 93,05
Kebudayaan 7.683.420.501,00 7.042.647.487,00 (640.773.014,00)] 91,66
Perpustakaan 18.152.543.898,00 16.508.553.198,00 (1.643.990.700,00){ 90,94
Kearsipan 868.212.700,00 823.712.450,00 (44.500.250,00)| 94,87
Urusan Pilihan 440.230.770.684,00 406.538.284.615,00 (33.692.486.069,00)| 92,35
Kelautan dan Perikanan 73.653.917.129,00 67.528.155.592,00 (6.125.761.537,00)[ 91,68
Pariwisata 21.477.184.003,00 19.771.646.738,00 (1.705.537.265,00)| 92,06
Pertanian 197.812.088.480,00 182.234.384.576,00 (15.577.703.904,00)| 92,12
Kehutanan 85.710.204.266,00 80.739.920.154,00 (4.970.284.112,00)( 94,20
Energi dan Sumberdaya Mineral 23.849.806.630,00 22.490.396.816,00 (1.359.409.814,00)( 94,30
Perdagangan 5.580.340.900,00 5.084.342.603,00 (495.998.297,00)) 91,11
Perindusfrian 28.360.145.719,00 24.970.528.620,00 (3.389.617.099,00)| 88,05
Transmigrasi 3.787.083.557,00 3.718.909.516,00 (68.174.041,00) 98,20
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.225.500.402.355,00 1.089.012.875.287,38 (136.487.527.067,62) 88,86
Sekretariat Daerah 164.181.926.345,00 148.901.199.528,70 (15.280.726.816,30)| 90,69
Pengawasan 20.832.288.129,00 20.456.695.964,00 (375.592.165,00)] 98,20
Perencanaan 34.807.099.001,00 31.389.296.214,00 (3.417.802.787,00){ 90,18
Keuangan 804.829.574.707,00 708.119.930.298,68 (96.709.644.408,32)| 87,98
Kepegawaian 16.737.974.557,00 15.283.127.512,00 (1.454.847.045,00)[ 91,31
Pendidikan dan Pelathan 22.292.225.650,00 19.579.852.442,00 (2.712.373.208,00)( 87,83
Peneliian dan Pengembangan 11.969.681.324,00 9.925.900.300,00 (2.043.781.024,00)( 82,93
Sekretariat DPRD 119.617.578.300,00 107.386.709.635,00 (12.230.868.665,00)[ 89,78
Penghubung 12.020.597.858,00 10.815.774.004,00 (1.204.823.854,00)| 89,98
Kesatuan Bangsa dan Politk 18.211.456.484,00 17.154.389.389,00 (1.057.067.095,00)[ 94,20

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Realisasi Belanja secara keseluruhan mencapai 92,93%, dimana pencapaian

yang paling rendah terdapat pada urusan pemerintah fungsi penunjang pada bidang

penelitian dan pengembangan sebesar 82,93%. Pencapaian realisasi tertinggi pada

urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Statistik dengan capaian sebesar 99,04%.

Secara umum capaian rata-rata per-masing-masing fungsi urusan wajib pelayanan
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dasar sebesar 93,09%, urusan wajib bukan pelayanan dasar 93,09%, urusan pilihan
92,70% dan urusan pemerintahan fungsi penunjang 90,31%.
3.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih
antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi
surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan
surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi
keuangan daerah untuk menutup defisit daerah.

Target penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021 sejumlah
Rp342.200.281.165,00 terealisasi sejumlah Rp342.565.200.390,51 atau 100,11%.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 tidak dianggarkan
sehingga pembiyaan netto tahun 2021 sebesar Rp342.565.321.796,51.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Pembiyaan Tahun Anggaran 2021
- T Bertambah/ &
Uraian Anggaran Realisasi (Berkurang) o
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 345 200.281.165,00 | 342.565.200.390,51 |  364.919.22551 100,11
DAERAH
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN DAERAH
PEMBIAYAAN NETTO 342.200.281.165,00 |  342.565.200.390,51 |  364.919.225,51 100,11

Sumber : BPKAD Prov Sulteng, data diolah

Terdapat perbedaan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

sebesar Rp365.040.631,51 yang merupakan koreksi SiLPA yang terdiri dari :

1 Sisa Kas Pada Rekening Pasif 375.637.824,74
2 Jasa Giro Dana Bos (10.674.508,00)
3 Jasa Giro Dinas Pendidikan (43.173,00)
4 Jasa Giro Dinas Sosial (918,00)

Jumlah 364.919.225,74

lebih lanjut terdapat selisih SiLPA tahun 2020 sebesar Rp0,23, hal ini
disebabkan pembulatan positif pada saat penetapan APBD Tahun 2021.

3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang
Telah Ditetapkan

3.2.1 Target Pendapatan
Dari sisi pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah secara umum dapat

dikatakan bahwa hampir tidak ada kendala dalam pencapaiannya walaupun pada
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masa-masa pandemi Covid-19 karena realisasi pendapatan tersebut terealisasi sebesar
108,51%. Setelah terkoreksi berkurangnya pendapatan secara nasional dan refocusing

dalam rangka penanggulangan Covid-19.

3.2.2 Target Belanja
Dari sisi Belanja dimana pencapaian realisasi sebesar 91,04%. faktor yang
menyebabkan tidak tercapainya target belanja 100% antara lain disebabkan:

1. Dari sisi Belanja Pegawai diantaranya disebabkan terdapat pegawai telah memasuki
masa purnabakti/pensiun atau pindah tugas dan efisiensi belanja berkenaan.

2. Insentif Pajak Daerah tidak seluruhnya dicairkan karena beberapa target
penerimaan atas pajak tersebut tidak dapat direalisasikan, serta adanya
pemotongan Tambahan Penghasilan atas hak pegawai yang tidak melaksanakan
tugas sesuai ketentuan pemberian tambahan penghasilan tersebut.

3. Dari sisi Belanja Barang dan Jasa disebabkan antara lain: adanya penghematan
pemakaian listrik, air dan telpon, selisih pagu dengan kontrak pengadaan, efisiensi
penggunaan perjalanan dinas, dan kegiatan lain yang pekerjaan fisiknya mencapai
100%.

4. Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tidak jadi
dilaksanakan.

5. Adanya penghematan lain atas belanja pada beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD).

6. Kegiatan pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki ketergantungan yang tinggi
terhadap situasi dan kondisi dilapangan sehingga mengakibatkan terdapat
beberapa paket pekerjaan mengalami keterlambatan.

7. Pengadaan melalui ULP dan LPSE berjalan kurang optimal disebabkan antara lain
jumlah Kelompok Kerja di ULP kurang memadai dibandingkan dengan jumlah paket
yang harus di lelangkan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang dan

ketidaklengkapan dokumen lelang.
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BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
dinyatakan bahwa entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah
pemerintah daerah atau satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau
organisasi lainnya jika memenuhi peraturan perundang-undangan satuan organisasi
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan daerah.

Seluruh Organisasi Perangkat Dareah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah
Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan
menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Necara,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ditunjuk sebagai Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ditetapkan sebagai Entitas pelaporan Keuangan
Daerah yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah
Sulawesi Tengah yang mencakup atau merupakan gabungan dari seluruh laporan
keuangan OPD vyang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan
Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 54 tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah
satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Disamping mengacu pada Peraturan
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Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang

standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan
kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah sejak Tahun 2015.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada
saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja
diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau
dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan  Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
Lampiran II, akan tetapi penyajiannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
Dengan maksud bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama
dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang telah

ditetapkan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis
pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan
ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut

sebagai berikut:
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4.3.1 Kebijakan Pengukuran Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan
berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan
ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD,
BUD, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menggambarkan perbandingan

antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan cash basis dimana
Pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan.
Belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang
bersangkutan.

1. Pendapatan

a. Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan di Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar
kembali oleh Pemerintah Daerah.

b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau
entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di
OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai
pendapatan ditangguhkan.

c. Akuntasi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan
melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis
pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan
pada Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.
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b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum
Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu
pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan
umum.

d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi
dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis
belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3. Transfer

a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan
lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan
ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
Sulawesi Tengah.

d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke
entitas pelaporan lain.

e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke

entitas pelaporan lain.

4. Surplus atau Defisit
a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode
pelaporan
b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan
c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan

belanja selama periode pelaporan.
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5. Pembiayaan

a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali.
Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk
menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi
pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya dan pencairan dana cadangan.

c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum
Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan
modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan
pembentukan dana cadangan.

d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah.

f.  Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya
(setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah.

h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan belanja selama satu

periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.
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4.3.2 Kebijakan Pengukuran Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun

sebelumnya.

4.3.3 Kebijakan Pengukuran Neraca
1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara

kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas di Kas Daerah

1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan
dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari
saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang
Negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di
Bendahara Umum Daerah.

2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas
ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang
negara.

3) Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga
berupa PPh Pasal 21, iuran bapertarum dan iuran wajib pegawai
lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.

4) Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

1) Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik

saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di

bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas
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tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh
Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas
Daerah.

2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.

3) Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan dalam
ekuitas sebagai Pendapatan Yang Ditangguhkan.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

1) Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran
setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU)
yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca.
Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo
rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan
lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara
Pengeluaran per tanggal neraca.

2) Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank
Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank

bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah

Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional Badan Layanan Umum Daerah.

e. Kas lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank

maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme

Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas

pelaksana teknis.

f. Investasi Jangka pendek
1) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera

dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
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belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus
memenuhi  karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/
dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya
pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila
timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.

2) Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui
sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak
dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa
biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang
diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk
memperoleh investasi tersebut.

g. Piutang

1) Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima
pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib
bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah,
mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti
Rugi dan Piutang Lainnya.

2) Piutang dicatat sebagai aset lancar sebesar nilai jatuh tempo
dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua
belas) bulan ke depan berdasarkan SKTIM atau SKP2PS; dan
sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas
12 bulan berikutnya.

3) Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Namun Piutang merupakan
aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab
itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan

melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai
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aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan
menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi
keputusan pengguna laporan keuangan.

4) Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan
dengan menyusun daftar umur piutang (aging schedule).
Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis
piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan
besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut :

1) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

a) Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan
pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

b) Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum
dilakukan pelunasan.

¢) Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka
waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum
dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu

diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
2) Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi

a) Kualitas lancar;
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan
pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
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b) Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum
dilakukan pelunasan.

¢) Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka
waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum
dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu

lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
3) Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi

a) Kualitas lancar;
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas kurang lancar;
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan pelunasan.

c) Kualitas diragukan;
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan.

d) Kualitas macet.
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak

dilakukan pelunasan.
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang

memiliki kualitas lancer;

2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas
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kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau

nilai barang sitaan;

3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas
diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai

barang sitaan; dan

4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas
macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai
barang sitaan.

h. Beban di bayar dimuka

1) Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas
untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi
kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah
daerah.

2) Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun
belum menimbulkan kewajiban.

3) Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan
jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

4) Perhitungan jatuh tempo beban dibayar dimuka dihitung
berdasarkan :

a) Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan
berjalan maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai
dibulan berkenaan.

b) Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan
maka perhitungan beban dibayar dimuka di mulai dibulan
berikutnya.

i. Persediaan
1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat.
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2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa
depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui
pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau
kepenguasaannya berpindah.

3) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan
hasil inventarisasi fisik.

4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan
dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset
tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi
atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.

a. Investasi Permanen

1) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi
Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk
mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam
jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal
pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga
keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen
lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di
atas.

2) Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga
perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi
untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi
tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1) Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang

tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk

dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan
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investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan,
dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat
untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk
investasi hon permanen antara lain: investasi dalam dana
bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam
penyertaan modal pada proyek pembangunan.

2) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih
yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar
nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih.
Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan
dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang
dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan
dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut
diserahkan kepada pihak ketiga.

C. Aset Tetap

1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus
berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat
diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam
operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan.

2) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset
tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan
maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

3) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan

baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi
dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset
tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan
sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset
tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan
dicatat dengan biaya perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat
aset yang bersangkutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian
dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke penyusutan
sejak aset tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aaset tetap
merupakan akun kontra aset tetap yang berhubungan.
Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk
masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai
tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam
laporan operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan
tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan
diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut
sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan

untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
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Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari

aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Masa Manfaat Aset Tetap
Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1|3 ASET TETAP
1 13 |2 Peralatan dan Mesin
1 3|21 Alat Besar
1 |3 ]2 |1 1 | Alat-Alat Besar Darat 10
1 1312 |1 2 | Alat-Alat Besar Apung 8
1 1312 |1 3 | Alat-alat Bantu 7
1 3|2 |2 Alat Angkutan
1 (3 ]2 |2 1 | Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1 13|22 2 | Alat Angkutan Berat Tak 5
Bermotor
1 |13 |2 |2 |3 | Alat Angkut Apung Bermotor 10
1 132 ]2 4 | Alat Angkut Apung Tak 3
Bermotor
1 13|22 5 | Alat Angkut Bermotor Udara 20
1 3|2 |3 Alat Bengkel dan Alat Ukur
1 (3]2 13 1 | Alat Bengkel Bermesin 10
1 |13 |2 |3 |2 | Alat Bengkel Tak Bermesin 5
1 (3 ]2 |3 |3 |AlatUkur 5
1 3|2 |4 Alat Pertanian
1 (3 ]2 |4 1 | Alat Pengolahan Pertanian 4
1 1312 |4 2 | Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan 4
Pertanian
1 3|2 |5 Alat Kantor dan Rumah
Tangga
1 131215 1 | Alat Kantor 5
1 131215 Alat Rumah Tangga 5
1 131215 3 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat 5
Pejabat
1 3|26 Alat Studi, Komunikasi dan
Pemancar
1 (3|26 1 | Alat Studio 5
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1 (3|2 |6 |2 | Alat Komunikasi 5
1 13 ]2 |6 3 | Peralatan Pemancar 10
1 {3 ]2 |6 |4 | Peralatan Komunikasi Navigasi 20
1 3|2 |7 Alat Kedokteran dan
Kesehatan
1 131127 1 | Alat Kedokteran 5
1 (3|2 |7 2 | Alat Kesehatan Umum S
1 3|2 |8 Alat Laboratorium
1131218 1 Unit Alat Laboratorium 8
1131218 2 | Unit Alat Laboratorium Kimia
Nuklir 15
1 2 3 | Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
1 {3 ]2 |8 |4 |AlatLaboratorium Fisika Nuklir 15
/ Elektronika
1 13128 S5 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi 10
Lingkungan
1 13128 6 | Radiation Aplication and Non
Destructive Testing Laboratory 10
(BATAM)
1 13128 7 | Alat Laboratorium Lingkungan 7
Hidup
1131218 8 | Peralatan Laboratorium 15
Hidrodinamika
1131218 9 | Alat Laboratorium Standarisasi 10
Kalibrasi dan Instrumntasi
1 |3|2]|9 Alat Persenjatan
1 131219 1 Senjata Api 10
1 1311219 2 | Persenjataan Non Senjata Api 3
1 1311219 3 | Senjata Sinar 5
1 (32 1]9 |4 | Alat Khusus Kepolisian S
1 3|2 ]|10 Komputer
1 13 (2 ]|10]|1 Komputer Unit 4
1 {3 |2 |10 |2 | Peralatan Komputer 4
1 |3 |2 |11 Alat Eksplorasi
1 {3 ]2 |11 |1 | AlatEksplorasi Topografi S
1 1312 |11 Alat Eksplorasi Geofisika 10
1 |3 |2 |12 Alat Pengeboran
1 |13 |2 |12]|1 | AlatPengeboran Mesin 15
113|212 Alat Pengeboran Non Mesin 5
1 3|2 |13 Alat Produksi, Pengolahan
dan Pemurnian
1 |3 ]2(13|1 Sumur S
1 1312 |13 Produksi 5
1 |3 ]2 |13 |3 | Pengolahan dan Pemurnian 15
1 3|2 |14 Alat Bantu Eksplorasi
1 1312|141 Alat Bantu Eksplorasi 15
1 1312 |14 Alat Bantu Produksi 15
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1 3|2 |15 Alat Keselamatan Kerja
1 |3 ]2 |15]|1 | AlatDeteksi 5
1 {3 ]2 |15]2 | Alat Pelindung 5
1 |3 ]2 |15|3 | Alat SAR 5
1 {3 ]2 |15 |4 | Alat Kerja Penerbangan 15
1 3|2 )16 Alat Peraga
1 |3 ]2 |16 |1 | AlatPeraga Pelatihan dan
Percontohan 10
1 |3 (2|17 Peralatan Proses/Produksi
1 |3 ]2 |17 |1 | UnitPeralatan Proses/Produksi 10
1 (32|18 Rambu-Rambu
1 {3 ]2 |18 |1 | Rambu-Rambu Lalu Lintas 10
Darat
1 {3 ]2 |18 |2 | Rambu-Rambu Lalu Lintas 10
Udara
1 {3 ]2 |18 |3 | Rambu-Rambu Lalu Lintas 10
Laut
1 3|2 |19 Peralatan Olahraga
1 {3 ]2 ]19 |1 | Peralatan Olahraga 5
1 13 |3 Gedung dan Bangunan
1|3 |3 Bangunan Gedung
1 (3131 1 | Bangunan Gedung Tempat 50
Kerja
1 {33 |1 2 | Bangunan Gedung Tempat 50
Tinggal
1 3|2 Monumen
1 312 1 | Candi/Tugu 50
Peringatan /Prasasti
1 3|3 |3 Bangunan Menara
1 131133 Bangunan Menara Perambuan 40
1 3|3 |4 Tugu Titik Kontrol/Pasti
1 1313 |4 1 | Tugu/Tanda Batas 50
1 |3 |4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
1 3|41 Jalan dan Jembatan
113 (41 1 | Jalan 10
1 {3 (4|1 2 | Jembatan 50
1 3|4 |2 Bangunan Air
1 13 |4 |2 1 | Bangunan Air Irigasi 50
1 13 |4 |2 2 | Bangunan Air Pasang Surut 50
1 13 |4 |2 3 | Bangunan Pengembangan Rawa
dan Polder 25
1 13 |4 |2 4 | Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana 10
Alam
1 (34 |2 5 | Bangunan Pengembangan 30
Sumber Air dan Air Tanah
1 |13 |4 |2 |6 |Bangunan Air Bersih/Baku 40
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Masa
Kodifikasi Uraian Manfaat
(Tahun)
1 |13 |4 |2 7 | Bangunan Air Kotor 40
1 |3|4 |3 Instalasi
1 (3|43 1 | Instalasi Air Bersih/ Air Baku 30
1 {34 |3 2 | Instalasi Air Kotor 30
1 13143 3 | Instalasi Pengolahan Sampah 10
1 |3 |4 |3 |4 |Instalasi Pengolahan Bahan 10
Bangunan
1 |3 |4 |3 |5 |Instalasi Pembangkit Listrik 40
1 13143 6 | Instalasi Gardu Listrik 40
1 13143 7 | Instalasi Pertahanan 30
1 {3 |4 |3 |8 |Instalasi Gas 30
1 |13 |4 |3 |9 |Instalasi Pengaman 20
1 13143 10 | Instalasi Lain
1 3|4 |4 Jaringan
1 (3[4 |4 1 | Jaringan Air Minum 30
1 |13 |4 |4 |2 |Jaringan Listrik 40
1 13 (4 |4 3 | Jaringan Telepon 20
1 |3 |4 |4 |4 |Jaringan Gas 30
1 3|5 |7 Aset Tetap Dalam Renovasi
1 13157 1 Peralatan dan Mesin Dalam 5
Renovasi
1 13|57 1 Gedung dan Bangunan Dalam 40
Renovasi
1 13|57 1 | Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dalam Renovasi 10

11) Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan,
dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.

12) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus
(straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif
penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang
sama.

13) Metode garis lurus atau straight line method adalah metode
penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap
periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang
bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap
sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

14) Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan
konstruksi dalam pengerjaan.
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d. Dana Cadangan

1) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak
dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2) Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur
dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan di nilai
sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan
peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

e. Aset Lainnya

1) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi
dengan biaya-biaya yang tidak dapat di kapitalisasi.

2) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal
dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan
setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan
oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan,
direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan
angsuran (aset lancar).

4) Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada
aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum
dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan
penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan,
dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.

3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar
(jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal
pelaporan. Kewaijiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
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1)

2)

3)

4)

5)

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan.

Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang

Bunga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga, Pendapatan diterima

di muka dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau

pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nhominal. Kewajiban dalam mata

uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Perhitungan jatuh tempo pendapatan diterima di muka dihitung

berdasarkan :

a) Jika jatuh tempo terhitung mulai tanggal 1 s.d 15 bulan
berjalan maka perhitungan pendapatan diterima di muka di
mulai dibulan berkenaan.

b) Jika jatuh tempo terhitung diatas tanggal 15 bulan berjalan
maka perhitungan pendapatan diterima di muka di mulai

dibulan berikutnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

1)

2)

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang
diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam
waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Kewaijiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau
pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada
neraca sebesar dana vyang dikeluarkan investor untuk
membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan
dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang
dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil
yang dibayarkan.

Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk

SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.
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4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal
laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal
ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya
seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain

yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.4 Kebijakan Pengukuran Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas selama satu periode akuntansi (tahun 2021), dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan (per 31 Desember 2021), yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan
aktivitas non-anggaran.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi
penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset hon keuangan, pembiayaan, dan non
anggaran. Kebijakan akuntansi terkait Laporan Arus Kas:

1.  Laporan Arus Kas harus disajikan dengan menggunakan metode langsung.

2. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama
dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktifitas operasi.

3. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain,
yang peruntukkannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan
modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian
dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini
dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Investasi pemerintah daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan

dicatat dengan menggunakan metode biaya, vyaitu sebesar nilai
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perolehannya.
Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam

Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.

4.3.5 Kebijakan Pengukuran Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan
Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan Acrual Basis
dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.
1. Pendapatan-LO

a. Pendapatan—-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan—-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi
menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan
menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah,
pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non
Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut
diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

¢. Pendapatan-LO dapat diakui:

1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
2) Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi.

d. Pendapatan—-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan beban).
2.  Beban-LO

a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:

e —
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4.3.6
1.

4.4

44.1

1) Beban Operasi
2) Beban Transfer
3) Beban Non Operasional

4) Beban Luar Biasa

Beban dapat diakui pada saat :

1) Timbulnya kewajiban;

2) Terjadinya konsumsi aset; dan

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:

1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban
yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika

barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Kebijakan Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh
Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan,
selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE).

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang
ada dalam SAP

Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai
dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode
berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang

seharusnya.
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3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.

4, Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

4.4.2 Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Baru

Dalam periode berjalan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah
menetapkan kebijakan akuntansi baru melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan efektif untuk
periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021. Penerapan kebijakan
akuntansi tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyajian Aset
Tetap yaitu umur masa manfaat dan batas minimal nilai kapitalisasi.

Sehubungan dengan penerapan kebijakan akuntansi baru tersebut, Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah melakukan penyajian kembali Aset Tetap laporan keuangan
periode sebelumnya, lihat catatan 5.1.3.1.3 untuk penjelasan mengenai dampak

penerapan kebijakan akuntansi baru.
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BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh
transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama
digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, menilai
kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per
31 Desember 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Terdapat perbedaan penyajian antara Laporan Keuangan per 31 Desember
2020 yang telah diaudit oleh BPK dengan laporan penyanding tahun 2020 di Laporan
Keuangan Per 31 Desember 2021. Perbedaan tersebut disebabkan perubahan Bagan
Akun Standar (BAS) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
90 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2013. Adapun beberapa rekening yang mengalami perubahan/perbedaan
sebagai berikut :

1. Jumlah Akun
Jumlah akun pada Permendagri 64 Tahun 2013 lebih banyak jika dibandingkan
dengan jumlah akun pada Permendagri 90 Tahun 2019.

1. Aset 1. Aset

2. Kewajiban 2. Kewajiban

3. Ekuitas 3. Ekuitas

4. Pendapatan-LRA 4. Pendapatan Daerah
5. Belanja 7 5. Belanja Daerah

6. Transfer 6. Pembiayaan Daerah
7. Pembiayaan 7. Pendapatan Daerah
8. Pendapatan-LO 8. Beban Daerah

9. Beban
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2. Perbedaan Kode Akun Level 3 (Jenis)

a. Aset Lancar

Aset lancar berbeda pada rincian “Piutang Pendapatan” Permendagri 90

Tahun 2019 diuraikan dalam Jenis (Tingkat 3) sedangkan Permendagri 64
Tahun 2013 diuraikan dalam Tingkat 4.

Kode Permendagri 64 Kode Permendagri 90
1 1 ASETLANCAR 1 1 ASETLANCAR
1 1 1 Kasdan Setara Kas 11 1 Kasdan SetaraKas
1 1 2 Investasilangka Pendek 1 1 2 InvestasiJlangka Pendek
1 1 3 Piutang Pendapatan 1 1 3 Piutang Pajak Daerah
11 4 PiutangRetribusi Daerah
al s Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
1 6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1 7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat
1 1 8 Piutang Transfer Antar Daerah
1 1 4 PiutangLlainnya 11 9 Piutanglainnya
1 1 5 Penyisihan Piutang 1 1 10 Penyisihan Piutang
1 1 6 Beban Dibayar Dimuka 1 1 11 Beban Dibayar Dimuka
1 1 7 Persediaan 1 1 12 Persediaan
1 1 8 Aset Untuk Dikonsolidasikan 1 1 13 Aset Untuk Dikonsolidasikan

b. Aset Lainnya

Amortisasi dalam Permendagri 64 Tahun 2013 termasuk dalam Aset Tidak

Berwujud, sedangkan dalam dalam Permendagri 90 Tahun 2019 Amortisasi

disendirikan.
Kode Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90
1 5 ASET LAINNYA 1 5 ASET LAINNYA
1 5 1 TagihanJangka Panjang 15 1 Tagihan Jangka Panjang
1 5 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5 5
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
5 3 Aset Tidak Berwujud 15 3 Aset Tidak Berwujud
5 4 Aset Lain-lain 15 4 Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset
JE > Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset
15 6

Lainnya

c. Kewajiban

Terdapat penambahan kode akun baru “Utang Pinjaman Jangka Pendek”
dalam Permendagri 90 Tahun 2019.

LKPD Provinsi Sulawesi Tengak Tahun 2021 (Audited)

Bab V-63



Kode Akun Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90
2 1 KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK 2 1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
5 1 Utang Perhitungan Pihak 2 1 1 Utang Perhitungan Pihak
Ketiga (PFK) Ketiga (PFK)
2 1 2 UtangBunga 2 1 2 UtangBunga
2 1 3 Utang Pinjaman Jangka
Pendek
5 1 3 Bagian Lan<‘:ar Utang 5 1 4 Bagian Lan<‘:ar Utang
Janeka Paniang Jangka Paniang
Pendapatan Diterima Pendapatan Diterima
2 1 4 . 2 1 5 ,
Dimuka Dimuka
2 1 5 UtangBelanja 2 1 6 UtangBelanja
Utang Jangka Pendek Utang Jangka Pendek
2 1 6 2 1 7

Lainnya

Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang direstrukturisasi ulang dalam Permendagri 90

Tahun 2019.

Kode Akun

2 2 KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG

64/2013

2 2 1 Utang Dalam Negeri
2 2 2 Utang Jangka Panjang Lainnya
Kode

2 2 KEWAIJIBAN JANGKA PANJANG

221 Utang Kepada Pemerintah Pusat

222 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

223 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2214 Utang Kepada Masyarakat

90/2019

e

d. Pendapatan Transfer

Penyederhanaan jumlah Jenis Akun pada Permendagri 90 Tahun 2019

Kode Permendagri 64

Kode Permendagri 90

4 2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat-Dana Perimbangan - LRA

2 | 2 |Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya - LRA
4 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah

Daerah Lainnya - LRA
4 2 4 Bantuan Keuangan - LRA

4 2 PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar
Daerah

e. Belanja Transfer

Penggabungan Kelompok Akun 6.1 dan 6.2 ke dalam Kelompok akun 5.4
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Kode . Kode
Akun Permendagri 64 Akun
6 1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN \5 4 BELANJA TRANSFER
6 1 1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 5 4 1 Belanja Bagi Hasil

6 1 2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5 4 2 Belanja Bantuan Keuangan
6 2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN /

6 2 1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah

Daerah Lainnya

Permendagri 90

()}

2 2 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6 2 3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
6 2 4 Transfer Dana Otonomi Khusus

f. Pendapatan Transfer - LO
Kode Permendagri 64 Kode Permendagri 90

8 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO 7 2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

8 2 3 Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya - LO 722
8 2 4 Bantuan Keuangan - LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah-
LO

g. Surplus Non Operasional- LO
Penghapusan jenis akun “Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO”

Kode Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90
8 4 SULPLUS NON OPERASIONAL-LO 7 4 SULPLUS NON OPERASIONAL-LO
8 4 1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar 7 4 1 Surplus

-LO Penjualan/Pertukaran/Pelepasan
Aset Non Lancar-LO
8 4 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban 74 2 Surplus Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang - LO Jangka Panjang-LO

8 4 3 Surplus dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya - LO

h. Pendapatan Luar Biasa-LO
Dihapuskan dalam Permendagri 90 Tahun 2019

Kode Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90
8 5 PENDAPATAN LUARBIASA -LO
8 5 1 Pendapatan Luar Biasa - LO
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i. Beban

Pemisahan Beban Penyusutan dari Beban Operasi-LO

Kode Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90
9 1 BEBAN OPERASI-LO 8 1 BEBAN OPERASI-LO
9 1 1 Beban Pegawai- LO 81 1 Beban Pegawai
9 1 2 Beban Barang danJasa 81 2 Beban Barang dan Jasa
9 1 3 Beban Bunga 81 3 Beban Bunga
9 1 4 Beban Subsidi 81 4 Beban Subsidi
9 1 5 Beban Hibah 81 5 Beban Hibah
9 1 6 Beban Bantuan Sosial 81 6 Beban Bantuan Sosial
9 1 7 Beban Penyusutan dan
Amortisasi 8 2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan
1 dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung
2 dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan,
8 2 3 Jaringan dan Irigasi
Beban Penyusutan Aset Tetap
8 2 4 Lainnya
Beban Penyusutan Aset
8 2 5 Lainnya
Beban Amortisasi Aset Tidak
8 2 6 Berwujud

j. Beban Transfer

Penyederhanaan (penggabungan) pada 2 jenis akun

Kode Permendagri 64

Kode Permendagri 90

9 2 BEBAN TRANSFER

9 2 1 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

9 2 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya

8 3 BEBAN TRANSFER

8 3 1 Beban Bagi Hasil
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k. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa menjadi Beban Tak Terduga

Kode Akun Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90

9 4 BEBAN LUARBIASA
8 4 BEBAN TAK TERDUGA

9 4 1 Beban Luar Biasa
8 4 1 BebanTakTerduga

I. Defisit Non Operasional
Perbaikan Redaksi dan Penghapusan jenis akun “Defisit dari Kegiatan Non

Operasional Lainnya-LO”

Kode Akun  Permendagri 64 Kode Akun Permendagri 90

9 3 DEFISIT NON OPERASIONAL 8 5 DEFISIT NON OPERASIONAL
9 3 1 Defisit Penjualan Aset Non 8 5 1 Defisit

Lancar- LO Penjualan/Pertukaran/Pelepasan
Aset Non Lancar-LO
9 3 2 Defisit Penyelesaian 8 5 2 Defisit Penyelesaian Kewajiban
Kewajiban Jangka Panjang - Jangka Panjang-LO
LO

9 3 3 Defisit dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya - LO

Terkait adanya perubahan BAS, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak
melakukan penyajian kembali Laporan Keuangan per 31 Desember 2020.

Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri

dari:

a. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

b. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

c. Penjelasan Pos Neraca

d. Penjelasan Pos Laporan Operasional

e. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas

f. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas

g. Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan

Realisasi Anggaran
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5.1.1 Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk
Tahun Anggaran (TA) 2021 yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan
pembiayaan. Sedangkan tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan
informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding.

Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukan tingkat
ketercapaian target—target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif
sesuai dengan peraturan Perundang—Undangan, maka berikut ini Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penjelasan secara teknis tentang Laporan
Realisasi Anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
TA 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Anggaran
dan realisasi APBD TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Rekapitulasi Realisasi APBD TA 2021 dan 2020

_ 2021 ..

Uraian RATaCeRIT) Realisasi (Rp) m Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Daerah 4.327.677511.238,00| 4.695.680.785.591,80| 10850 | 4.193.329.057.130,07
Belanja Daerah 4.669.877.792.403,00| 4.339.507.807.93143| 92,03 | 3.810.416.446.556,90
Transfer - - 470.641.471.334,00
Surplus / (Defisi) (342.200.281.165,00)| 356.172.977.660,37 |-104,08 | (87.728.860.760,83)
Pembiayaan Netto 342.200.281.165,00] 342.565.200.390,51] 10011 | 429.929.141.925,60
(SS'TPLA;b'h Pembiayaan Anggaran 0,00 698.738.178.050,88 342.200.281.164,77

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2021 menargetkan

pendapatan

sebesar

Rp4.327.677.511.238,00,

dengan

realisasi

sebesar

Rp4.695.680.785.591,80 atau mencapai 108,50% dari target. Realisasi Pendapatan

Daerah berasal dari Pendapatan Asli

Daerah sebesar Rp1.494.246.273.498,51,
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Pendapatan Transfer sebesar Rp3.149.096.842.573,00 dan Lain-lain Pendapatan yang
Sah sebesar Rp52.337.669.520,29.

Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp4.669.877.792.403,00, dengan realisasi
sebesar Rp4.339.507.807.931,43 atau 92,93%. Belanja daerah TA 2021 mengalami
kenaikan sebesar Rp529.091.361.374,53 atau 13,89% dibandingkan dengan realisasi
belanja daerah TA 2020 sebesar Rp3.810.416.446.556,90. Kenaikan Belanja Daerah
TA 2021 disebabkan karena Belanja Transfer di TA 2021 merupakan bagian dari
Belanja Daerah sedangkan di TA 2020 Transfer tidak termasuk dalam ketegori Belanja
Daerah.

Realisasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar
Rp3.281.689.920.334,27, belanja modal sebesar Rp 500.901.619.442,16, belanja tidak
terduga sebesar Rp23.674.085.565,00 dan belanja  transfer  sebesar
Rp533.242.182.590,00.

5.000.000.000.000

4.000.000.000.000 H PENDAPATAN DAERAH

3.000.000.000.000 i BELANJA DAERAH

i SURPLUS / (DEFISIT)

2.000.000.000.000

@ PEMBIAYAAN NETTO
1.000.000.000.000

i SISA LEBIH PEMBIAYAAN
ANGGARAN (SILPA)

TA.2021 TA.2020

(1.000.000.000.000)

Gambar 5.1 Perbandingan Realisasi APBD 2021 dan 2020

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp4.695.680.785.591,80,
realisasi belanja daerah sebesar Rp4.339.507.807.931,43 maka terjadi surplus realisasi
pada TA 2021 sebesar Rp356.172.977.660,37, disisi pembiayaan menunjukkan adanya
Pembiayaan Netto pada TA 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51. Dengan demikian
dalam APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 menunjukkan adanya Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp698.738.178.050,88.
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5.1.1.1 Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah
yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2021 yang menjadi hak

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Ringkasan Realiasi Pendapatan Belanja Tahun 2021 dan 2020
2021
Uraian Realisasi 2020 (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Pendapatan Asli Daerah 1.247.983.639.798,00| 1.494.246.273.498,51| 119,73 | 1.122.670.398.589,07
Pendapatan Transfer 3.022.204.549.603,00| 3.149.096.842.573,00| 104,20 | 3.055.555.418.224,00

Lain-Lain Pendapatan Yang
Sah

57.489.321.837,00|  52.337.669.520,29| 91,04 |  15.103.240.317,00

Jumlah 4.327.677.511.238,00| 4.695.680.785.591,80| 108,50 | 4.193.329.057.130,07
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan bahwa target
total pendapatan daerah yang terdiri dari kelompok Pendapatan Asli Daerah,
Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan yang Sah adalah sebesar
Rp4.327.677.511.238,00 sampai dengan akhir periode tahun anggaran 2021 dapat
terealisasi sejumlah Rp4.695.680.785.591,80 atau 108,50%. Jika capaian realisasi
pendapatan tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan capaian realisasi pendapatan
tahun 2020 dengan realisasi mencapai Rp4.193.329.057.130,07 maka terjadi
peningkatan sebesar Rp502.351.728.461,73 atau terjadi peningkatan 11,98%. Berikut

dapat dilihat kontribusi realisasi jenis pendapatan terhadap total pendapatan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021.

m PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD)

m PENDAPATAN TRANSFER

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

Gambar 5.2
Kontribusi Jenis Pendapatan Terhadap Total Realisasi Pendapatan Tahun 2021
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Berdasarkan grafik di atas, tahun 2021 kontribusi terbesar atas pendapatan
adalah Pendapatan Transfer sebesar 67,96% dari total pendapatan. Sedangkan
kontribusi terendah atas pendapatan adalah Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar
1,11%. Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 31,83% terhadap total
pendapatan. Untuk jelasnya rincian target dan realisasi per jenis pendapatan pada
masing-masing kelompok pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

, 2021 .

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) m Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Daerah 934.000.000.000,00 1.074.422.295409,10 | 115,03 914.780.331.698,60
Retribusi Daerah 18.092.405.000,00 19.111.110.345,00 | 105,63 14.690.106.655,58
g;‘;!;i:ﬁe'°'aa“ Kekayaan Daerah yang 32.380.692.073,00 3255887274329 | 10055 21.914.954.430,00
Lain-lain PAD yang Sah 263.510.542.725,00 368.153.995.001,12 | 139,71 171.285.005.804,89
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.022.204.549.603,00 3.149.096.842.573,00 | 104,20 3.055.555.418.224,00
Pendapatan Hibah 22.084.408.107,00 16.767.305.768,00 | 75,92 14.422.159.791,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang- 35.404.913.730,00 35.570.363.752,29 | 100,47
Undangan
Pendapatan Lainnya - - 681.080.526,00

Jumlah 4.327.677.511.238,00 4.695.680.785.591,80 | 108,50 4.193.329.057.130,07

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan capaian
realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah melampaui dari target yang
108,50%.

pendapatan asli daerah dan kelompok pendapatan transfer melampaui dari target

ditetapkan sebesar Keseluruhan jenis pendapatan pada kelompok
pendapatan yang telah ditetapkan, sedangkan pada kelompok Pendapatan Lain-lain
Yang Sah, khususnya pendapatan hibah pencapaian realisasi hanya sebesar 75,92%
dari target yang ditetapkan.

2021

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah 2020

Rp1.494.246.273.498,51 Rp1.122.670.398.589,07

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum
Daerah yang menambah ekuitas dana lancar. Dalam periode tahun anggaran 2021
yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan kewenangannya
adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
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Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 dan 2020
. 2021 .
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) m Realisasi 2020 (Rp)
Pajak Daerah 934.000.000.000,00 [  1.074.422.295.409,10 | 115,03 914.780.331.698,60
Refribusi Daerah 18.092.405.000,00 19.111.110.345,00 | 105,63 14.690.106.655,58
g;ﬁ!;i;ﬁeb'aa” KekayaanDaerahyang | o 3g060p07300 | 3256887274329 | 10055|  21.914.954.43000
Lain-lain PAD yang Sah 263.510.542.725,00 368.153.995.001,12 | 139,71 171.285.005.804,89
Jumlah 1.247.983.639.798,00 |  1.494.246.273.498,51 | 119,73 | 1.122.670.398.589,07
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah
1. Pendapatan Pajak Daerah — 2021 2020
LRA Rp1.074.422.295.409,10 Rp914.780.331.698,60
Pajak Daerah  Provinsi Sulawesi Tengah dianggarkan sebesar
Rp934.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.074.422.295.409,10 atau

mencapai 115,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Pajak Daerah
meningkat sebesar Rp159.641.963.710,50 atau sebesar 17,45% dari nilai realisasi
tahun 2020 sebesar Rp914.780.331.698,60. Rincian realisasi Pajak Daerah adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Rincian Pajak Daerah Tahun 2021 dan 2020
_ 2021 —
Uraian — % Realisasi 2020 (Rp)
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 234.000.000.000,00 269.269.434.921,00| 11507  245.771.629.745,00
Bea Balik Nama Kendaraan
245.000.000.000,00 311.856.952.750,00| 127,29|  225.916.116.700,00
Bermotor (BBNKB)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan 225000000.00000]  273913.070.39300| 12174|  216.310.270.970,00
Bermotor
Pajak Air Permukaan 11.200.000.000,00 13.132.998.903,10| 117,26 11.457.926.930,60
Pajak Rokok 218.800.000.000,00 206.249.838.442,00| 9426  215.324.387.353,00
JUMLAH 934.000.000.000,00|  1.074.422.295.409,10 115,03|  914.780.331.698,60

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah
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keseluruhannya mencapai

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa dari 5 (lima) jenis pajak daerah

bahkan melebihi dari anggaran pendapatan yang

ditetapkan. Rincian objek dari masing-masing jenis pajak sebagai berikut :

a.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi sebesar Rp269.269.434.921,00
atau 115,07% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD 2020 sebesar
Rp234.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2021 dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp245.771.629.745 maka terjadi kenaikan
realisasi sebesar Rp23.497.805.176,00 atau sebesar 9,56%. Pemungutan PKB

dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Rincian Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan 2020
. 2021 0 L

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % | Realisasi 2020 (Rp)
PKB-Mobil Penumpang-Sedan 2.036.100.000,00 1.821.487.108,00 | 89,46 5.350.294.300,00
PKB-Mobil Penumpang-Jeep 10.483.000.000,00 13.826.480.063,00 | 131,89 | 12.281.778.150,00
PKB-Mobil Penumpang-Minibus 93.116.880.000,00 124.368.677.300,00 | 133,56 | 108.860.494.925,00
PKB-Mobil Bus-Microbus 443,900.000,00 681.649.800,00 | 153,56 496.536.800,00
PKB-Mobil Bus-Bus 44.000.000,00 32.283.800,00 | 73,37 27.904.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 26.905.500.000,00 32.355.377.150,00 | 120,26 |  28.733.468.400,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 22.323.600.000,00 21.530.745.600,00 | 96,45| 23.190.784.625,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck 4.141.800.000,00 4.697.843.900,00 | 113,43 4.537.283.800,00
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van - 28.051.300,00 - -
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 74.411.530.000,00 69.800.546.500,00 | 93,80 | 61.855.644.200,00
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 93.690.000,00 109.792.900,00 | 117,19 70.489.700,00
PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar - 16.499.500,00 - -
PKB-Kendaraan Alat Berat/Alat Besar - 364.899.245,00
PKB-Kendaraan Khusus - - - 2.050.800,00

Jumlah 234.000.000.000,00 269.269.434.921,00 | 115,07 | 245.771.629.745,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah

Realisasi PKB Kendaraan Khusus dan PKB Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat
Besar tahun 2020 menjadi PKB Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar di
Tahun 2021.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan
Rp311.856.952.750,00 atau 127,29% dari target yang ditetapkan tahun 2021
sebesar Rp245.000.000.000,00.
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp225.916.116.700 maka
terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp85.940.836.050,00 atau sebesar 38,04%.
Pemungutan BBNKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya, sebagai
berikut:

realisasi sebesar

Jika capaian pendapatan tahun 2021
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Tabel 5.7

Realisasi Rincian Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN-KB) Tahun 2021 dan 2020

. 2021 . o

Uraian Anggeran (') Realiasi (o) % Realisasi 2020(Rp)
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan 93.000.000,00 95.807.400,00 | 103,02 11.193.047.600,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep 6.765.000.000,00 13.680.130.00000| 202,22 7.923.470.000,00
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus 92.700.000.000,00 115.150.982.500,00 | 124,22 77.845.711.200,00
BBNKB-Mobil Bus-Microbus 732.000.000,00 710.099.000,00 9701 986.068.500,00
BBNKB-Mobil Bus-Bus - 17.497.500,00 - 381.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up 26.013.000.000,00 38.497.369.00000 | 147,99 25.909.458.500,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 14.304.000.000,00 12.137.658.050,00 84,85 9.248.046.200,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck 2.592.000.000,00 5575.980.00000 | 21512 7.178.546.000,00
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van - 3.220.000,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 101.456.000.000,00 125.541.909.300,00 | 123,74 85.179.628.600,00
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga 345.000.000,00 411.291.00000] 11921 429.964.100,00
BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat - 35.000.000,00 - 21.795.000,00

Jumiah 245.000.000.000,00 311.856.952.750,00 | 127,29 225.916.116.700,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dengan realisasi sebesar
Rp273.913.070.393,00 atau 121,74% dari target yang ditetapkan dalam APBD
tahun 2021 sebesar Rp225.000.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun
2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp216.310.270.970
maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp57.602.799.423,00 atau sebesar
26,63%. Pemungutan PBBKB dapat dirinci berdasarkan objek penerimaannya,

sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Jenis Pajak Bahan Bakar — Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan 2020
. 2021 .

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
PBBKB-Bahan Bakar Bensin 65.895.465.134,00 18.406.644.596,00 | 27,93 -
PBBKB-Bahan Bakar Solar 59.100.396.624,00 76.813.286.469,00 | 129,97 5.202.465.091,00
PBBKB-Bahan Bakar Lainnya 100.004.138.242,00 | 178.693.139.328,00 | 178,69 -
Pajak Bahan Bakar Premium - LRA - - 43.594.606.319,00
Pajak Bahan Bakar Pertalite - LRA 55.042.256.504,00
Pajak Bahan Bakar Pertamax - LRA 106.204.611.903,00
Pajak Bahan Bakar Dexalite- LRA 6.266.331.153,00

Jumlah 225.000.000.000,00 | 273.913.070.393,00 [ 121,74 | 216.310.270.970,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Pajak Bahan Bakar Premium, Pertalite, dan Pertamax tahun 2020
menjadi PBBKB Bahan Bakar Bensin di tahun 2021 sedangkan Realisasi Pajak
Bahan Bakar Dexlaite tahun 2020 menjadi PBBKB-Bahan Bakar Solar di tahun
2021.
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d. Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi

sebesar Rp13.132.998.903,10 atau

117,26% dari target APBD 2021 sebesar Rp11.200.000.000,00. Jika capaian
pendapatan tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar
Rp11.457.926.930,60 maka terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp1.675.071.972,50

atau 14,62%.

e. Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp206.249.838.442,00 atau 94,26% dari target
APBD 2021 sebesar Rp218.800.000.000,00. Jika capaian pendapatan tahun 2020
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp215.324.387.353,00 maka
terjadi penurunan realisasi sebesar Rp9.074.548.911,00 atau 4,21%.

2. Pendapatan Retribusi
Daerah

2021

2020

Rp19.111.110.345,00

Rp14.690.106.655,58

Retribusi daerah dianggarkan sebesar Rp18.092.405.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp19.111.110.345,00 atau lebih sejumlah Rp1.018.705.345,00 atau 105,63%
dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, retribusi daerah
meningkat sebesar Rp4.421.003.689,42 atau sebesar 30,10% dari realisasi tahun 2020
sebesar Rp14.690.106.655,58. Berikut rincian retribusi daerah:

Tabel 5.9
Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2021 dan 2020
. 2021 . —

Uraian Anggaran (Rp) Realiszsi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan 142.277.000,00 3.600.000,00| 253 456.312.200,00
Retribusi Penggantian Biaya Cefak Peta 6.000.000,00 750.000,00 | 12,50 4.400.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.957.900.000,00 3460.028.270,00 | 116,98 3.367.229.420,58
Retribusi Terminal 35.000.000,00 31.155.000,00 | 89,01 39.971.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 2.428.000.000,00 2.900.031.000,00 | 119,44 2.811.600.450,00
Retribusi Penyeberangan di Air 120.000.000,00 201.635.090,00 | 168,03 109.503.979,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 2.688.228.000,00 2.678.847.48500 | 99,65 1.345.823.400,00
Retribusi lzin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan 15,000.000,00 2042500000 13417 15.215.000,00
Angkutan Umum
Retribusi [zin Usaha Perikanan 8.500.000.000,00 8.514.783.500,00 | 100,17 6.064.489.850,00
Retiousi Perparjangan tzn Mempekerakan Tenaga Kerla) 4 501 00 000,00 1300.155.000,00 | 108,35 468.004.356,00
Asing (IMTA)
Retribusi Pelayanan Perpustakaan - LRA - - 0,00 7.557.000,00

Jumlah 18.092.405.000,00 19.111.110.345,00 | 10563]  14.690.106.655,58
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
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Tabel 5.9 menjelaskan bahwa capaian retribusi daerah TA 2021 melebihi

dari target yang di tetapkan. Tercapainya realisasi retribusi daerah yang melebihi dari

target dipengaruhi oleh :

a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribsi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp3.460.028.270,00 atau
sebesar 116,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.957.900.000,00. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah tahun 2021 meningkat sebesar Rp92.798.849,42 atau 2,76%.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp2.900.031.000,00 atau
sebesar 119,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.428.000.000,00. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan tahun 2021 meningkat sebesar Rp88.430.550,00 atau 3,15%.
Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penyeberangan di Air terealisasi sebesar Rp201.635.090,00 atau sebesar
168,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp120.000.000,00. Jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Penyeberangan Air tahun 2021
meningkat sebesar Rp 92.131.111,00 atau 84,13%.

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi
sebesar Rp20.125.000,00 atau sebesar 134,17% dari yang dianggarkan sebesar
Rp15.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tahun 2021
meningkat sebesar Rp4.910.000,00 atau 32,27%.

Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan terealisasi sebesar Rp8.514.783.500,00 atau sebesar
100,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.500.000.000,00. Jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Izin Perikanan tahun 2021
meningkat sebesar Rp2.450.293.650,00 atau 40,40%.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi Perpanjangan IMTA terealisasi sebesar Rp1.300.155.000,00 atau sebesar
108,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00. Jika dibandingkan
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dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Perpanjangan (IMTA) tahun 2021
meningkat sebesar Rp832.150.644,00 atau 177,81%.
Namun demikian masih terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang

capaiannya tidak mencapai target yang dianggarkan :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 atau sebesar
2,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.277.000,00. Jika dibandingkan
dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2021
menurun sebesar Rp452.712.200,00 atau 99,21%.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp750.000,00 atau
sebesar 12,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.000.000,00. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Peta tahun 2021 menurun sebesar Rp3.650.000,00 atau 82,95%.

c. Retribusi Terminal
Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp31.155.000,00 atau sebesar 89,01% dari
yang dianggarkan sebesar Rp35.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2020, realisasi Retribusi Terminal tahun 2021 menurun sebesar
Rp8.816.000,00 atau 22,06%.

d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi  Penjualan  Produksi  Usaha  Daerah  terealisasi  sebesar
Rp2.678.847.485,00 atau sebesar 99,65% dari yang dianggarkan sebesar
Rp2.688.228.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi
Retribusi Penjualan Produksi Usaha tahun 2021 meningkat sebesar
Rp1.333.024.085,00 atau 99,05%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan 2021 2020
Daerah yang Rp32.558.872.743,29 Rp21.914.954.430,00
Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp32.558.872.743,29 atau sebesar 100,55% dari target yang ditetapkan sebesar
Rp32.380.692.073,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Hasil
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Pengelolaan = Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan = meningkat  sebesar
Rp10.643.918.313,29 atau sebesar 48,57%.

Tabel 5.10
Realisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2021 dan 2020

. 2021 0 s
Uraian Anggaran (Rp) |_Realisasi (Rp) % | Realisasi 2020 (Rp)

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 0,00 188.700.189,00 - 189.607.112,00
BUMN

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada 32.380.692.073,00| 32.370.172.554,29| 99,97 |  21.725.347.318,00
BUMD

JUMLAH 32.380.692.073,00| 32.558.872.743,29| 100,55 | 21.914.954.430,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah. Pencapaian target
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam tahun
2021 tercapai 100,55% dari anggaran yang ditetapkan yang merupakan penerimaan
bagian laba atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.

Perolehan dividen tahun 2021 dari PT Bank Sulteng sebesar
Rp32.370.172.554,29. Sedangkan penerimaan bagian laba atas penyertaan modal
pada BUMN, perolehan dividen atas PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2020 sebesar
Rp188.700.189,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli 2021 2020

Daerah yang Sah Rp368.153.995.001,12 Rp171.285.005.804,89

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok
penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan baik dalam kelompok Pajak
Daerah, Retribusi Daerah, maupun Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain  Pendapatan Asli Daerah yang Sah  dianggarkan
Rp263.510.542.725,00 dengan realisasi sebesar Rp368.153.995.001,12 atau 139,71%.
Jika dibanding dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp171.285.005.804,89, realisasi
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2021 meningkat sebesar

Rp196.868.989.196,23 atau 114,94% dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.11

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2021 dan 2020

. 2021 A
Uraian Anggaran (Rp] Realisasi (Rq) % Realisasi 2020 (Rp)

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 1.500.000.000,00 1.560.356.526,00 | 104,02 986.247.398,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 7.388.906.725,00 7.570.833.975,58 | 102,46 826.176.084,00
Hasil Kerja Sama Daerah 3.400.000.000,00 - - -
Jasa Giro 31.500.000.000,00 13.640.971.613,12 43,30 13.832.780.653,81
;:Zt:;r]naan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan 50.000.000,00 11.454.000,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 3.288.774.060,00
:E:;z::"" Denda atas Keterambatan Pelaksanan 50.000.000,00 75387102560 | 1507,74 176.742.257,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah 9.611.636.000,00 12.129.893.947,00 | 126,20 5.162.779.487,00
Pendapatan dari Pengembalian - 2.593.883.865,53 - 714.451.181,08
Pendapatan BLUD 210.000.000.000,00 326.607.066.788,29 | 155,53 147.024.372.696,78
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak 10.000.000,00 823.200,00 8,23 -
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA 7.520.000,00 1.432.110.097,22
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan - LRA 87.441.950,00
Pendapatan dari penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA - - - 1.030.750.000,00

JUMLAH 263.510.542.725,00 368.153.995.001,12 | 139, 171.285.005.804,89

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.11 menjelaskan bahwa capaian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang Sah TA 2021 melebihi dari target yang ditetapkan. Berikut ini adalah penjelasan

dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.560.356.526,00
dari target Rp1.500.000.000,00 atau 104,02% merupakan penjualan kendaraan
dinas pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar
Rp986.247.398,00 realisasi Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan tahun
2021 meningkat sebesar Rp574.109.128,00 atau 48,74%

Hasil BMD vyang Tidak Dipisahkan
Rp7.570.833.975,58 dari target Rp7.388.906.725,00 atau 102,46% merupakan
penerimaan atas sewa BMD sebesar Rp7.020.399.340,58 dan Hasil Kerjasama
Pemanfaatan BMD sebesar Rp550.434.635,00. Jika dibandingkan dengan realisasi
tahun 2020 sebesar Rp826.176.084,00 realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang
Tidak Dipisahkan tahun 2021 meningkat sebesar Rp6.744.657.891,58 atau
816,37%. Peningkatan Hasil Pemanfaatan BMD dipengaruhi oleh Pendapatan

Pemanfaatan terealisasi sebesar

Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat yang pada tahun 2020 dicatat terpisah dari

Hasil Pemanfaatan BMD.
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c. Hasil Kerja Sama Daerah dianggarkan sebesar Rp3.400.000.000,00 namun tidak
terealisasi. Tidak terealisasinya Hasil Kerja Sama Daerah dikarenakan kekeliruan
dalam penetapan rekening anggaran penerimaan, atas realisasi yang bersumber
dari anggaran Hasil Kerja Sama Daerah direklasifikasi ke rekening Penerimaan
Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

d. Realisasi Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp13.640.846.613,12 dari target
Rp31.500.000.000,00 atau 44,49% realisasi tersebut terdiri atas:

1) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Umum Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah selama tahun 2021 sebesar Rp13.297.471.423,12.

2) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan SKPD selama tahun 2021 sebesar Rp184.706.185,00.

3) Jasa giro atas penempatan uang oleh Bendahara BOS selama tahun 2021
sebesar Rp158.669.005,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp13.832.780.653,81,

realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2021 menurun sebesar Rp191.934.040,69

atau 1,39%

e. Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) daerah pada tahun 2021 tidak terealisasi dari
target Rp50.000.000,00.

f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain merupakan penerimaan lain-lain
PAD yang sah lainnya. Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
sebesar Rp3.288.774.060,00 merupakan penerimaan atas pencairan sisa klaim
asuransi yang diajukan tahun 2020 pada PT Asuransi Askrida Syariah Pusat Niaga
Cempaka.

g. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan selama tahun
2021 sebesar Rp753.871.025,60 atau 1.507,74% dari target Rp50.000.000,00.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp176.742.257,00,
realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2020
meningkat sebesar Rp577.128.768,60 atau 326,54%.

h. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah selama tahun 2021 sebesar
Rp12.129.893.947,00 dari target Rp9.611.636.000,00 atau 126,20% realisasi
Pendapatan Denda Pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp11.296.785.395,00,
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2) Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp820.680.220,00.
3) Denda Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp12.428.332,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp5.162.779.487,00,
realisasi Pendapatan Denda Pajak tahun 2021 meningkat sebesar
Rp6.967.114.460,00 atau 134,95%

i. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian selama tahun 2021 sebesar
Rp2.687.257.691,53. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar
Rp714.451.181,08, realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2021 meningkat
sebesar Rp1.879.432.684,45 atau 263,06%. Meningkatnya penerimaan
Pendapatan dari Pengembalian di tahun 2021 dikarenakan adanya penerimaan
atas temuan hasil pemeriksaan Inspekotorat sebesar Rp1.204.422.781,28, setoran
pengembalian belanja sebesar Rp138.300.469,25 dan pengembalian atas temuan
Dana BOS sebesar Rp68.926.935,00.

j. Realisasi Pendapatan BLUD selama tahun 2021 sebesar Rp326.607.066.788,29
dari target Rp210.000.000.000,00 atau 155,53%. Dengan rincian sebagai berikut:
1) Realisasi Pendapatan RSUD Undata sebesar Rp145.782.189.448,01.

2) Realisasi Pendapatan RSUD Madani sebesar Rp180.824.877.340,28

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp147.024.372.696,78,
realisasi Pendapatan BLUD tahun 2021 meningkat sebesar Rp179.582.694.091,51
atau 122,14%. Meningkatnya penerimaan BLUD di tahun 2021 disebabkan atas
penanganan Covid 19.

k. Realisasi Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan selama
tahun 2021 sebesar Rp823.200,00 atau 8,23% dari target sebesar
Rp10.000.000,00.

I. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi sebesar Rp7.645.000,00 merupakan
penerimaan dari koreksi biaya admin pada rekening BUD yang sebelumnya
dilakukan pemotongan oleh Bank.

m. Adanya perubahan regulasi terkait rekening pendapatan dan belanja di tahun
2021 sehingga rekening pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan — LRA dan
pendapatan dari penyelenggaraan Sekolah dan Diklat — LRA tidak lagi digunakan
di tahun 2021.

LKPD Provinsi Sulawesi Tengak Tahun 2021 (Audited) Bab V- 81



5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer 2021 2020

Rp3.149.096.842.573,00 Rp3.055.555.418.224,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas

pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka

perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah terdiri dari transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam

rangka desentralisasi atau disebut juga dana perimbangan dan pendapatan transfer
pemerintah pusat lainnya yang merupakan dana penyesuaian.

Tabel 5.12
Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2021 dan 2020

, 2021 -

Uraian Anggaran (Rp) Realsasil{Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Transfer 3.022.204.549.603,00| 3.149.096.842.573,00| 104,20 |  3.030.626.794.224.00
Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya 24.928.624.00000

JUMLAH 3.022.204.549.603,00] 3.149.096.842.573,00] 104,20 | 3.055.555.418.224,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp3.149.096.842.573,00
atau 104,20% dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp3.022.204.549.603,00.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp3.055.555.418.224,00
terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp93.541.424.349,00 atau 3,06%.

Pada Tabel 5.12 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penyajian
Pendapatan Transfer Tahun 2021 dengan Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Realisasi
Pendapatan Transfer Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Pendapatan Transfer 2021 2020

Pemerintah Pusat Rp 3.149.096.842.573,00  Rp3.030.626.794.224,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2021 bersumber dari Dana
Perimbangan dan Dana Insetnif Daearah (DID). Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp3.149.096.842.573,00 atau 104,20% dari
target sebesar Rp3.022.204.549.603,00.
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a. Dana Perimbangan 2021 2020

Rp3.104.061.844.573,00 Rp3.030.626.794.224,00

Dana Perimbangan bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
(DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik. Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2021 dapat direalisasikan
sebesar Rp3.104.061.844.573,00 dari target Rp2.977.169.551.603,00 atau 104,26%.
tercapainya realisasi tersebut disebabkan capaian realisasi Dana Transfer Umum-Dana
Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar 171,46% dari yang ditetapkan.

Tabel 5.13
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2021 dan 2020

, 2021 C
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2021 (Rp)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi f 230.516.178.603,00 395.232.382.612,00 | 171,46 275.921.110.604,00

Dana Transfer Umum-Dana 1493138.739.000,00 |  1.493.138.739.000,00 | 100,00  1.488.847.818.000,00
Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Khusus-Dana

Alokasi Khusus (DAK) Fisik 397.757.324.000,00 370.861.158.276,00 | 93,24 371.774.970.152,00

Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 855.757.310.000,00 844.829.564.685,00 | 98,72 894.082.895.468,00

JUMLAH 2.977.169.551.603,00 |  3.104.061.844.573,00 | 104,26]  3.030.626.794.224,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Untuk lebih jelasnya masing-masing pos pendapatan dana perimbangan
tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu jenis
pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan
UU-APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian
target Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2021 sebesar
Rp395.232.382.612,00 atau mencapai 171,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam
Perda Perubahan APBD sebesar Rp230.516.178.603,00. Jika dibandingkan dengan
realisasi 2020 sebesar Rp275.921.110.604,00 maka realisasi tahun 2021 naik sebesar
Rp119.311.272.008,00 atau 43,24%.
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Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil dapat diketogorikan dalam dua jenis

yaitu dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, adapun

penjelasan dan kedua jenis dana bagi hasil tersebut diuraikan sebagai berikut :

a) Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu jenis pendapatan transfer dari
pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan Undang-undang APBN
dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah. Pencapaian target
Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dalam tahun 2021 sebesar
Rp113.789.598.351,00 atau mencapai 123,49% dari anggaran yang ditetapkan
dalam Perda Perubahan APBD sebesar Rp92.144.637.878,00. Jika dibandingkan
dengan realisasi 2020 sebesar Rp89.136.505.394,00 maka realisasi tahun 2021
naik sebesar Rp24.653.092.957,00 atau 27,66%.

Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat
pada tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 5.14
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2021 dan 2020

. 2021 . o
Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan 36.127.409.343,00 | 49.986.418.745,00 | 138,36]  71.843.103.180,00
DBH PPh Pasal 21 55.434.782.200,00 63.391.977.091,00 | 114,35  16.938.647.616,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 225.631.600,00 0,00 45.829.200,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 582.446.335,00 185.570.915,00 | 31,86 308.925.398,00
JUMLAH 92.144.637.878,00 | 113.789.598.351,00 | 123,49 |  89.136.505.394,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

b) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam merupakan salah satu jenis

pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan
berdasarkan Undang-undang APBN dan dialokasikan dalam APBD berdasarkan
Peraturan Daerah. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mencapai 203,40%
atau sebesar Rp281.442.784.261,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar
Rp138.371.540.725,00, Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar
Rp186.784.605.210,00 terjadi kenaikan sebesar Rp94.658.179.051,00 atau
50,68%. Realisasi dan Anggaran per objek Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari

Pemerintah Pusat pada tahun 2021 terdiri dari:
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Tabel 5.15

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2021 dan 2020

. 2021 . o
Uraian Anggaran Rp) Realisasi (Rp) % | Realisasi 2020 (Rp)

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 9.471.784.700,00 14.504.392.670,00 | 15313]  22.623.727.530,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 36.244.160.900,00 | 110.004.804.212,00 | 30351  124.189.108.120,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 2.349.945.460,00 2.349.946.300,00 | 100,00
Dana Bagi Has (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan 8249084081500 |  142427.620909,00 | 17266  13.956.972.361,00
Batubara-Royalty
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya 1.843,695.932,00 127226853500 69,01 708.769.461.00
Hutan (PSDH)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- luran Izin Usaha
Pemanfaaan Hutan IUPH) 843.363.075,00 2.144.975.925,00 | 254,34 3.540.476.345,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR) 5.127.749.843,00 8.738.775.710,00 | 17042]  21.763.551.393,00

JUMLAH 138.371.540.725,00]  281.442.784.261,00 203,40 186.784.605.210,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2)

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu jenis pendapatan transfer

dari

dialokasikan dalam APBD berdasarkan Peraturan Daerah.

pemerintah pusat sebagai dana perimbangan berdasarkan UU-APBN dan

Pencapaian target DAU dalam tahun 2020 mencapai 100,00% dari

anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar
Rp1.488.847.818.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.290.921.000,00 atau
0,29%.

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang bersumber dari APBN kepada
daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik ditujukan
sebagai pendukung (supporting) terhadap APBD dalam memenuhi kebutuhan
peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana fisik layanan publik dan/atau

mendukung pencapaian prioritas nasional.

Tabel 5.16
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 dan 2020
. 2021 o —
Uraian i Realisasi [Ro) % Realisasi 2020 (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan 248.850.174.000,00 268.819.912.727,00 | 108,02 217.324.922.790,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan 23.506.635.000,00 12.277.962.717,00 | 52,23 75.501.694.954,00
DAK Fisik-Bidang Jalan 66.396.305.000,00 50.841.803.623,00 | 76,57 76.404.062.408,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi 16.234.000.000,00 10.719.185.350,00 | 66,03 -
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan 12.368.122.000,00 7.896.371.939,00 | 63,84 444.642.000,00
LKPD Provinsi Sulawesi Tengak Tahun 2021 (Audited) Bab V-85



Uraian

2021

%

Realisasi 2020 (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pertanian 20.166.762.000,00 12.907.747.77700 | 64,01
DAK FiskBidang Lingkungan Hidup dan 102353600000 739817414300 7228
Kehutanan
DAK Fisik Bidang Pariwisata - - - 2.099.648.000,00
JUMLAH 397.757.324.000,00 370.861.158.276,00 | 93,24 371.774.970.152,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Dana DAK Fisik tahun 2021 sebesar Rp370.861.158.276,00 atau
mencapai 93,24% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp397.757.324.000,00.
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp371.774.970.152,00 maka
terjadi penurunan sebesar Rp913.811.876,00 atau 0,25%.

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah

dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu

mendanai Kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

Tabel 5.17
Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2021 dan 2020

, 2021 -
Uraian RigGaeniRg] Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)

DAK Non Fisik-BOS Reguler 647.929.890.000,00 | 647.294272.000,00| 9990]  705.157.040.000,00
DAK Non Fisk-BOS Afrmasi 13440.000.00000 | 11.680.000.000,00 | 86,90 i
DAK Non Fisk-BOS Kinerja 10.320.000.00000 | 558000000000 | 5407 i
DAK Non Fisik-PK2UKM 287978300000|  2163799.40000| 7514] 218024430000
DAK Non Fisk-TPG PNSD 169.591.390.000,00 | 169.924.390.000,00 | 10020]  155.242.974.000,00
DAK Non Fisk-Tamsi Guru PNSD 133200000000 | 99900000000 7500  2.171.938.00000
DAK Non Fisk-TKG PNSD 65457700000 | 52366100000 80,00 909.955.000,00
DAK Non Fisk-Dana Pelayanan Administasi 176334300000 |  1.759.896.00000 | 99,80 362.961530,00
Kependudukan
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 654632700000 | 389361778500 | 5948]  26.845.453.582,00
Dana Balfuan Operasional Penyelenggaran 1300.000.000,00 | 101092850000 | 77,76 100.000.000,00
Museum Taman Budaya - LRA
Dana Batnuan Operasional Penyelenggaran 0.0 1.412:329.056,00
Museum - LRA

JUMLAH 855.757.310.000,00 | 844.829.564.68500 | 9872]  894.082.895.468,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Dana DAK Non Fisik tahun 2021 sebesar Rp844.829.564.685,00

atau  mencapai

98,72%

dari

anggaran

yang

ditetapkan

sebesar

Rp855.757.310.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar
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Rp894.082.895.468,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp49.253.330.783,00 atau
5,83%.

Dari total realisasi DAK Non Fisik terdapat pendapatan transfer berupa
dana BOS sebesar Rp487.749.686.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
e BOS Reguler sebesar Rp471.529.686.000,00
e BOS Kinerja sebesar Rp4.740.000.000,00
e BOS Afirmasi Sebesar Rp11.480.000.000,00
Dana DAK Non Fisik tersebut merupakan aliran Dana BOS pada satuan pendidikan
dasar, satuan pendidikan dasar menengah swasta dan satuan pendidikan khusus
swasta yang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan
dana tersebut secara langsung akan tetapi harus mengakui dalam pelaporan
realisasi anggaran. Dengan demikian transfer Dana BOS yang hanya disalurkan
tersebut tidak diakui dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah.

b. Dana Insentif Daerah (DID) 2021 2020

Rp45.034.998.000,00 Rp 0,00
Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2021 sebesar

Rp45.034.998.000,00 atau 100% dari total yang dianggarkan. Pada tahun 2020, DID

diklasifikasikan sebagai Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya.

C. Pendapatan Transfer Pemerintah 2021 2020

Pusat Lainnya Rp 0,00 Rp24.928.624.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar
Rp24.928.624.000,00 merupakan peneriman Dana Insentif Daerah (DID) tahun
2020. Di tahun 2021 rekening peneriman DID di ubah ke kategori Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat.

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang 2021 2020

Sah Rp52.337.669.520,29 Rp14.422.159.791,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan yang berasal dari
pendapatan lainnya berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Rincian Lain-
lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut :
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Tabel 5.18
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 dan 2020

. 2021 . o
Uraian D Realiszsi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)

Pendapatan Hibah 22.084.408.107,00{  16.767.305.768,00] 7592 14.422.159.791,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan B40091373000|  35570.363.75229| 100,47
Peraturan Perundang-Undangan
Pendapatan Lainnya - - - 681.080.526,00

JUMLAH 57.489.321.837,00)  52.337.669.520,29| 91,04 15.103.240.317,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 sebesar

Rp52.337.669.520,29 atau 91,04% dari anggaran sebesar Rp57.489.321.837,00.
Realisasi tahun 2021 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020,
meningkat sebesar Rp37.234.429.203,29 atau 246,53%.

Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Lainnya tidak termasuk dalam kategori
dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Hibah 2021

2020

Rp16.767.305.768,00 Rp14.422.159.791,00

Pencapaian target pendapatan hibah dalam tahun 2021 sebesar
Rp16.767.305.768,00 mencapai 75,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp22.084.408.107,00. Adapun rincian pendapatan hibah tahun 2021 sebagai
berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2021 dan 2020
. 2021 0 _
Uraian Anggaran (Ro) Realasi (RD) % | Realisasi 2020 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 20.154.995.60700 | 14.718431.77200 | 7303]  11.684.125.791,00
Pendapatan Hibah Dari Pemeriniah Dagrah Lainnya - - 0,00 949.930.000,00
Pendapatan Hlbahldan Badan/Lembagal Organisasi Dalam 19041250000 | 200687399600 | 10619 178810400000
NegerilLuar Negeri
JUMLAH 22.084.408.107,00 |  16.767.305.768,00 | 7592  14.422.159.791,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan 2021 2020
Perundang-Undangan Rp35.570.363.752,29 Rp0,00

Realisasi

Lain-lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan mencapai 100,47% atau sebesar Rp35.570.363.752,29 dari
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target yang telah ditetapkan sebesar Rp35.404.913.730,00. Adapun pendapatan
tersebut bersumber dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah dari :

a. Komisi Pemilihan Umum :
- Sisa Danah Hibah PILKADA TA.
2020
- Jasa Giro Danah Hibah
b. KONI Sulawesi Tengah
BAWASLU Sulawesi Tengah :
- Sisa Dana Hibah
- Jasa Giro Danah Hibah
d. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah

25.091.675.772,00

1.313.237.958,00
130.605.530,00

8.928.527.856,00
14.237.636,29
92.079.000,00

35.570.363.752,29

5.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam
periode TA 2021 yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp4.339.507.807.931,43 atau 92,93%
dari yang dianggarkan sebesar Rp4.669.877.792.403,00. Jika dibandingkan dengan
realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp3.810.416.446.556,90, realisasi belanja tahun
2021 meningkat sebesar Rp529.091.361.374,53 atau 1,37%, dengan rincian sebagai
berikut :

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Tahun 2021 dan 2020
. 2021 0 L

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Operasi 3.524.235.029.12500 |  3.281.689.920.334,27 | 9312  3.142.577.173.852,95
Belanja Modal 552.158.055.662,00 500.901.619.442,16 | 90,72 665.439.891.390,95
Belanja Tak Terduga 32.807.798.009,00 23.674.085.565,00 | 72,16 2.399.381.313,00
Belanja Transfer 560.676.909.607,00 533.242.182.590,00 | 95,11 -

Jumlah 4.669.877.792.403,00 |  4.339.507.807.931,43 | 92,93]  3.810.416.446.556,90

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Peningkatan realisasi belanja di tahun 2021 disebakan adanya perubahan
rekening belanja daerah, dimana di tahun 2021 rekening belanja transfer merupakan
bagian dari rekening belanja berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
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Lebih lanjut realisasi anggaran belanja tahun 2021 diatas dapat juga diuraikan

dalam grafik berikut ini:
4.000.000.000.000,00
3.500.000.000.000,00
3.000.000.000.000,00
2.500.000.000.000,00
2.000.000.000.000,00
1.500.000.000.000,00
1.000.000.000.000,00

500.000.000.000,00 L
a——

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Belanja Transfer
Terduga
M Anggaran | 3.524.235.029.125 | 552.158.055.662,0 | 32.807.798.009,00 | 560.676.909.607,0

M Realisasi | 3.281.689.920.334 | 500.901.619.442,1 | 23.674.085.565,00 | 533.242.182.590,0
% 93,12 90,72 72,16 95,11

Gambar 5.3
Realisasi Belanja tahun 2021

Gambar 5.3 menggambarkan bahwa di tahun 2021 jenis Belanja Operasi
terealisasi sebesar Rp3.281.689.920.334,27 atau 93,12% dari yang dianggarkan
sebesar Rp3.524.235.029.125,00. Belanja Modal terealisasi sebesar
Rp500.901.619.442,16 atau 90,72% dari yang dianggarkan  sebesar
Rp552.158.055.662,00, Belanja Tak Terduga terealisasi sebesar Rp23.674.085.565,00
atau 72,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp32.807.798.009,00 dan Belanja
Transfer terealisasi sebesar Rp533.242.182.590,00 atau 95,11 .

= e

M Belanja Operasi
M Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga

M Belanja Transfer

Gambar 5.4
Komposisi Jenis Belanja Terhadap Total Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

Gambar 5.4 menjelaskan bahwa dari total realisasi belanja daerah, sebesar
75,63% dibelanjakan untuk kebutuhan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah, 12,29% untuk transfer ke pemerintah daerah lainnya, 11,54% untuk belanja

modal dan sisanya sebesar 0,55% untuk Belanja Tidak Terduga.
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5.1.1.2.1 Belanja Operasi 2021 2020

Rp 3.281.689.920.334,27 Rp3.144.723.540.352,95

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari rekening Kas Umum
Daerah dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan. Realisasi Belanja
Operasi sebesar Rp3.281.689.920.334,27 atau 93,12% dari yang dianggarkan sebesar
Rp3.524.235.029.125,00 jika dibandingkan dengan tahun 2020 Belanja Operasi tahun
2021 terjadi kenaikan sebesar Rp136.966.379.981,32 atau 4,36% dari realisasi Belanja
Operasi tahun 2020. Belanja Operasi terdiri dari obyek belanja sebagai berikut;

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Operasi Tahun 2021 dan 2020

. 2021 —
Uraian Anogaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Pegawai 1.458.829.705.562,00 | 1.309.674.547.600,00 | 89,78|  1.348.495.563.229,00
Belanja Barang dan Jasa 1.489.517.445.512,00 | 1.394.665.635.462,27 | 93,63 907.419.260.623,95
Belanja Hibah 572.263.574.741,00 574.190.239.272,00 | 100,34 887.617.216.500,00
Belanja Bantuan Sosial 3.624.303.310,00 3.159.498.000,00 | 87,18 1.191.500.000,00
Jumlah 3.524.235.029.125,00 |  3.281.689.920.334,27 | 93,12|  3.144.723.540.352,95

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal
diantaranya sebagai berikut:

a. Pada komponen belanja Non PNS tidak dapat direalisasikan karena beberapa
Pegawai Non PNS tidak aktif lagi sehingga honorarium yang telah dianggarkan
tidak dapat dibayarkan.

b. Efisiensi beberapa komponen belanja yaitu belanja perjalanan dinas, telepon,
listrik, air, makan minum kegiatan dan belanja lainnya yang termasuk dalam
komponen belanja barang dan jasa yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada
tataran indikator output telah dilaksanakan 100%.

c. Adanya beberapa penerima Hibah dan Bantuan Sosial tidak dibayarkan karena
tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan Hibah sesuai ketentuan yang
berlaku.

d. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada pembatasan mobilitas manusia pada
kebijakan perlakuan protokol kesehatan sehingga beberapa program kegiatan

tidak dapat dilaksanakan.
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a——
Belanja Belanja Barang Belanja Hibah Belanja
Pegawai Bantuan Sosial

B Anggaran | 1.458.829.705.56 | 1.489.517.445.51 | 572.263.574.741, | 3.624.303.310,00
M Realisasi | 1.309.674.547.60 | 1.394.665.635.46 | 574.190.239.272, | 3.159.498.000,00

% 89,78 93,63 100,34 87,18
Gambar 5.5
Realisasi Belanja Operasi tahun 2021
2021 2020
1. Belanja Pegawai Rp 1.309.674.547.600,00 Rp1.348.495.563.229,00

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi
diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD, dan
Pegawai ASN. Penganggaran belanja pegawai dialokasikan untuk :

a. Membiayai gaji pokok dan tunjangan ASN daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan serta
Anggota DPRD.

c. Tambahan penghasilan bagi ASN sesuai kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD.

d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai sebesar Rp1.458.829.705.562,00
dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp1.309.674.547.600,00 atau
89,78%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, Belanja Pegawai tahun 2021
menurun sebesar Rp38.821.015.629,00 atau 2,88%. Berikut rincian realisasi Belanja
Pegawai tahun 2021.
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Tabel 5.22

Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021 dan 2020

. 2021 _—

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 893.742.385.206,00 784.501.178.161,00 | 87,78 -
Belanja Tambahan Penghasilan ASN 242.977.657.855,00 222.250.493.520,00 | 91,47 226.155.257.845,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekfif 216.414.470.242,00 204.905499480,00 | 94,68 i
Lainnya ASN
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 31.089.091.575,00 27.560.493.827,00 | 88,65 -
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 226.495.509,00 225.143.677,00 | 99,40 -
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDHMKDH 7.970.158.175,00 1.922.196.000,00 | 24,12 9.617.196.000,00
Belanja Pegawai BOS 56.977.407.000,00 60.385.116.935,00 | 105,98 47.059.861.182,00
Belanja Pegawai BLUD 9.432.340.000,00 7.924.426.000,00 | 84,01 12.148.392.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan - - - 951.345.494.759,00
Belanja Honorarium PNS 2.720.295.000,00
Belanja Honorarium Non-PNS 78.823.994.419,00
Belanja Insentif 20.605.007.024,00
Uang Lembur - - - 20.065.000,00

Jumlah 1.458.829.705.562,00 |  1.309.674.547.600,00 |  89,78]  1.348.495.563.229,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel di atas menunjukkan perbedaan penyajian rekening obyek

Belanja Pegawai tahun 2021 dengan rekening obyek Belanja Pegawai tahun 2020.

Penyajian Belanja Pegawai Tahun 2021 disajikan berdasarkan uraian akun yang diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.312.153.546.212,00, terdapat

belanja pegawai yang realisasinya melebihi dari anggaran, dengan rincian sebagai

berikut.
No Program/Kegiatan Rekening Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 |Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah

Ata
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Belanja Pegawai
Menengeh As Dana BOS 32.656.950.000,00 | 40.488.371.150,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Belanja Pegawai
Pendidikan Khusus Dana BOS 675.800.000,00 | 1.631.949.500,00

Kelebihan realisasi tersebut disebabkan pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan karena keterlambatan penyusunan perubahan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) dari sekolah dan tidak semua satuan pendidikan yang
menyusun perubahan RKAS sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak

mengusulkan perubahan anggaran kegiatan BOS.
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Selain itu, Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dialokasi berbeda pada
tahun 2021 sebagai berikut:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan 2020 menjadi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
pada tahun 2021.

b. Belanja Honorarium PNS, Belanja Honorarium Non PNS, dan Uang Lembur
menjadi Belanja Jasa Kantor di 2021.

c. Belanja Insentif menjadi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif lainnya ASN di 2021.

2021 2020

2. Belanja Barang dan Jasa Rp1.394.665.635.462,27 Rp907.419.260.623,95

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa disamping memperhatikan asas
efisiensi juga memperhatihan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam
pencapaian sasaran program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja baik program maupun
kegiatan.

Kebijakan penganggaran Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada belanja
diantaranya berupa Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli,
Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat, Belanja Jasa Kantor, Belanja
Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah, Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah
dan belanja lain yang termasuk dalam komponen Belanja Barang dan Jasa yang
memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan memenuhi sasaran
program kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 — 2021.

Alokasi anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.489.517.445.512,00
dan dari jumlah tersebut yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.394.665.635.462,27
atau 93,63%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020,
realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar
Rp487.246.374.838,32 atau 53,70%. Realisasi rincian Belanja Barang dan Jasa dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 5.23

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

. 2021 . —

Uraian Anggaran (Ro) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis 447.180.601.854,00 421.922.642.375,08 | 94,35 30.084.396.588,00
Belanja Barang Tidak Habis Pakai 116.082.395,00 115.193.000,00 | 99,23 -
Belanja Persediaan Bahan/ Material - - - 41.844.746.760,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 19.569.255.799,00
Belanja Makanan dan Minuman 31.515.521.610,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.301.688.500,00
Belanja Pakaian Kerja 988.914.690,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu 1.884.408.500,00
Belanja Barang uniuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak 166.731.127.564,56
Belanja Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Kefig 688.750.000,00
Belanja Peralatan/Perlengkapan Lainnya - - - 321.286.900,00
Belanja Jasa Kantor 248.994.455.862,00 239.622.99357509 | 96,24 102.360.158.989,40
Belanja luran Jaminan/Asuransi 40.550.476.999,00 39.807.044.077,711] 9817 41.229.265.944,00
Belanja Jasa Konsultasi - - - 16.845.262.578,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.449.184.618,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 654.877.500,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - - - 1.684.231.422,00
Belanja Sewa Tanah 104.500.000,00 104.500.000,00 | 100,00 -
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.824.270.450,00 3.545.129.06000 | 92,70
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.926.648.000,00 3.709.951.760,00 | 9448
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 45,026.835.888,00 38.796.922.399,75| 86,16
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.212.869.200,00 871.439.650,00) 71,85
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 182.241.600,00 - 0,00 -
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 366.850.000,00 212.850.00000| 58,02 337.000.000,00
Belanja Kulrslus/PeIahhan, §03|a||sa5|, Bimbingan Teknis 3682.299.168,00 29008160200 8122 963,233 151,00
serta Pendidikan dan Pelathan
Belanja Pemeliharaan Tanah 6.194.250.000,00 5.051.976.62300 | 81,56 -
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.968.228.292,00 20.848.005.711,90 | 9490 82.232.028.271,59
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.280.580.026,50
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.665.100.577,00 89.303.543.70000 | 88,71 -
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 70.633.754.010,00 68.954.835.091,00 | 97,62
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 | 100,00 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.655.579.168,00 185.231.157.103,00 | 91,86 108.380.332.119,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 200.000.000,00 - 0,00 -
Bglanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Kefiga/Pihak 1 497.950.000,00 149445000000| 9977 83.450.000,00
Lain/Masyarakat
Bglanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 3750.850.000,00 37130325000 9897
Lain/Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa BOS 93.931.966.834,00 94.357.563.62500 | 10045 95.343.226.833,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD 193.840.145.215,00 174.000.818.438,74 | 89,77 138.646.332.259,90

Jumlah 1.480.517.445.512,00 |  1.394.665.635.462,27 | 93.63]  907.419.260.623,95

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel di atas menunjukkan perbedaan penyajian rekening rincian obyek

Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 dengan rekening rincian obyek Belanja Barang
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dan Jasa tahun 2020. Penyajian Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 disajikan
berdasarkan uraian akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019.

Dalam realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp1.394.665.635.462,27,
terdapat belanja barang dan jasa yang realisasinya melebihi dari anggaran pada
Program Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan
UKP Provinsi Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di
Dinas Kesehatan sebesar Rp24.156.600.000,00 yang sebelumnya dianggarkan sebesar
Rp38.126.786.364,00. Kelebihan realisasi tersebut merupakan belanja insentif tenaga
kesehatan dalam rangka penananganan Covid-19.

2021 2020

3. Belanja Hibah Rp 574.190.239.272,00 Rp887.617.216.500,00

Penganggaran Belanja Hibah mempedomani peraturan kepala daerah yang
telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Alokasi anggaran Belanja Hibah sebesar Rp572.263.574.741,00 dari nilai
tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp574.190.239.272,00 atau 100,34. Jika
dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2020, realisasi Belanja Hibah tahun
2021 mengalami penurunan sebesar Rp313.426.977.228,00 atau 35,31%.

Dari total realisasi Belanja Hibah terdapat Belanja Hibah Dana Bos kepada
pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp487.749.686.000,00 yang oleh Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah tidak berhak menggunakan dana tersebut secara langsung
akan tetapi harus diakui sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dengan
demikian belanja Dana BOS yang hanya disalurkan tersebut tidak diakui sebagai
beban dalam Laporan Operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Terdapat
perubahan peraturan pada tahun 2020, dimana, semua Dana Bos di transfer
langsung dari rekening Kas Umum Negara ke rekening sekolah masing-masing di

semua tingkatan pendidikan, tidak melalui Rekening Umum Kas Daerah.
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Tabel 5.24

Realisasi Rincian Hibah Tahun 2021

2021

Uraian T Realiszsi (Rp) % | Realisasi2020 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 797.597.500,00 794.635.990,00 | 99,63
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 100.000.000,00 99.900.000,00 | 99,90
Bclnja e kepada Bacen,Lembaga, Orgenias 87.883.604.041,00 | 8382892408200 | 9539 | 268.218.000.000,00
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Belanja Hibah Dana BOS 481.765.200.000,00 | 487.749.686.000,00 | 101,24 | 612.990.850.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politk 1.717.093.200,00 |  1.717.093.200,00 | 100,00
Belanja Hibah Kepada Masyarakat - 0,00 - 4.262.000.000,00

Jumlah 572.263.574.741,00 | 574.190.239.272,00 | 100,34 | 885.470.850.000,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Pada tabel realisasi rincian hibah terdapat belanja hibah Dana BOS yang
capaian realisasinya melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 100,34%.
Pengelolaan Dana BOS dikelola berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2020. Dimana pengelolaan Dana BOS tidak melalui atau tidak dikelola
langsung oleh BUD akan tetapi dikelola langsung oleh masing-masing sekolah yang
menerima Dana BOS. Nilai belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp487.749.686.000,00
merupakan jumlah realisasi penyaluran Dana BOS dari Pemerintah Pusat yang
langsung di transfer ke Rekening Bank masing-masing sekolah Penerima Dana BOS
yaitu Satdikdas Negeri, Satdikdas Swasta, Satdikmen Swasta dan Satdikdsus Swasta.

Selain adanya realisasi belanja hibah yang capaian realisasinya melebihi dari
yang dianggarkan, terdapat pula realisasi belanja hibah yang tidak mencapai dari
anggaran yang ditetapkan. Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut sebagian
besar disebabkan adanya beberapa penerima hibah tidak dibayarkan karena tidak
dapat melengkapi persyaratan pencairan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya realisasi belanja hibah diuraikan berdasarkan jenis
hibah vyaitu hibah kepada kelompok masyarakat, hibah kepada organisasi
kemasyarakatan, Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah dan hibah barang dan jasa
yang akan diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat dengan rincian masing-masing jenis
hibah:

a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar
Rp797.597.500,00 dari tersebut direalisasikan  sebesar

jumlah dapat
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Rp794.635.990,00 atau 99,63%. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

merupakan belanja hibah berupa hibah barang.

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar

Rp100.000.000,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar

Rp99.900.000,00 atau 99,90%. Belanja Hibah kepada Daerah Lainnya merupakan

hibah barang.

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang

Berbadan Hukum Indonesia

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp87.883.684.041,00

dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp83.828.924.082,00 atau

95,39%. Adapun belanja hibah tersebut terdiri dari :

1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
terealisasi sebesar Rp34.952.080.000,00

2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Telah  Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi sebesar
Rp4.586.000.000,00

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial
Kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp44.290.844.082,00

Belanja Hibah Dana BOS

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp481.765.200.000,00

dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp487.749.686.000,00 atau

101,24%. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar dapat

dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2021 dan 2020
. 2021 .
Uraian Anggaran (Rp] Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang
Diterima oleh Satdikdas Negeri

481.765.200.000,00

417.556.063.000,00

86,67

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang
Diterima oleh Satdikdas Swasta

38.241.445.000,00

Belanja Hibah Uang Dana BOS yang
Diterima oleh Satdikmen Swasta

28.691.678.000,00

LKPD Provinsi Sulawesi Tengak Tahun 2021 (Audited)

Bab V-98



2021

Uraian

Realisasi 2020 (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang i
Diterima oleh Satdiksus Swasta $.260.500.000,00
Belanqu Hibah Dana BOS Unfuk Satuan i 612.990.850.000,00
Pendidikan Dasar
Jumlah 481.765.200.000,00 487.749.686.000,00 | 101,24 612.990.850.000,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Penganggaran Belanja Hibah BOS ditahun 2021 dianggarkan secara gabungan
antara Hibah Dana BOS yang diterima Satdikdas Negeri, Satdikdas Swasta,
Satdikmen Swasta, dan Satdikdsus Swasta sebesar Rp481.765.200.000,00 pada
rekening Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima Satdikdas Negeri. Namun
dalam penyajian realisasi disajikan sesuai dengan satuan pendidikan masing-
masing.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Alokasi anggaran untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
sebesar Rp1.717.093.200,00 dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar
Rp1.717.093.200,00 atau 100%.
Keuangan kepada Partai Politik sebagai berikut.

Tabel 5.26
Realisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2021 dan 2020

Rincian realisasi Belanja Hibah Bantuan

Uraian Gl — % Realisasi 2020 (Rp)
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Partai Golongan Karya 243.303.600,00 243.303.600,00 | 100,00 304.129.500,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 199.040.400,00 199.040.400,00 | 100,00 248.800.500,00
Partai Demokrat 143.026.800,00 143.026.800,00 | 100,00 178.783.500,00
Partai Gerakan Indonesia Raya 238.788.000,00 238.788.000,00 | 100,00 298.485.000,00
Partai Nasional Demokrat 267.345.600,00 267.345.600,00 | 100,00 334.182.000,00
Partai Hati Nurani Rakyat 105.799.200,00 105.799.200,00 | 100,00 132.249.000,00
Partai Keadilan Sejahtera 117.132.000,00 117.132.000,00 | 100,00 146.415.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa 126.674.400,00 126.674.400,00 | 100,00 158.343.000,00
Partai Amanat Nasional 123.238.800,00 123.238.800,00 | 100,00 154.048.500,00
Partai Persatuan Pembangunan 64.900.800,00 64.900.800,00 [ 100,00 81.126.000,00
Partai Persatuan Indonesia 87.843.600,00 87.843.600,00 | 100,00 109.804.500,00

Jumlah 1.717.093.200,00 |  1.717.093.200,00 | 100,00 2.146.366.500,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
Pada Tahun 2021 Belanja Hibah Kepada Kelompok masyarakat dialokasikan dan
direalisasikan menjadi Belanja Hibah kepada Badan,

Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
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4, Belanja Bantuan Sosial

2021

2020

Rp3.159.498.000,00

Rp1.191.500.000,00

Sama halnya dengan Belanja Bantuan Hibah bahwa Belanja Bantuan Sosial

mengacu pada peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3.159.498.000,00 dari yang

dianggarkan sebesar Rp3.624.303.310,00 atau sebesar 87,18% dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 5.27
Realisasi Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020
, 2021 0 L

Uraian Anggaren Ry Realisesi Ry) % | Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada 2905,000.00000 245547800000 | 8452
Keluarga
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada BB F3000000| 9973 119150000000
Kelompok Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga
Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang 361.000.000,00 347.000.000,00 | 96,12
Lainnya)

Jumlah 3.624.303.310,00 3.159.498.000,00 | 87,18 1.191.500.000,00

. Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa dari realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 87,18% teralokasi untuk

Bantuan Sosial kepada kelompok/anggota masyarakat.

b. Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan adanya beberapa

penerima bantuan tidak dibayarkan karena tidak dapat melengkapi persyaratan

pencairan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
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5.1.1.2.2 Belanja Modal 2021 2020

Rp500.901.619.442,16 Rp665.439.891.390,95

Belanja Modal adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum

Daerah berkaitan dengan pembayaran atas program dan kegiatan untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya, yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
dalam periode TA 2021.

Penganggaran Belanja Modal diprioritaskan untuk pembangunan dan
pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan dasar, dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur lainnya dilakukan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparan dengan mengutamakan produk-

produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah juga
didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan

barang daerah yang ada.

Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan
dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam pelayanan
pemerintahan dan memenuhi ketentuan capitalization threshold yang diperoleh
dengan nilai harga beli ditambahkan dengan seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai siap untuk digunakan.

Alokasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp552.158.055.662,00 dari nilai
tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp500.901.619.442,16 atau 90,72%. Jika
dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, realisasi Belanja Modal tahun 2021
menurun sebesar Rp164.568.990.728,79 atau 24,73%. Realisasi Belanja Modal dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut.
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Tabel 5.28

Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 dan 2020

, 2021 .

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Tanah 2.575.077.500,00 868.556.000,00 3,73 835.750.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 157.229.349.193,00 135.694.486.128,00 86,30 229.478.761.975,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 160.486.066.118,00 146.500.635.512,15 91,29 244 805.546.096,95
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 211.720.700.951,00 203.823.761.156,01 96,27 147.282.208.399,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.146.861.900,00 14.014.180.646,00 69,56 43.037.624.920,00

Jumlah 552.158.055.662,00 500.901.619.442,16 90,72 665.439.891.390,95

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tidak terealisasinya 100% atas belanja tersebut disebabkan beberapa hal
diantaranya adalah terdapat pekerjaan gagal lelang dan belanja lainnya yang termasuk
dalam komponen belanja modal yang pelaksanaan fisik kegiatannya pada tataran
indikator output telah dilaksanakan 100% karena efesiensi harga atas pelaksanaan

lelang.

1. Belanja Modal Tanah 2021 2020

Rp868.556.000,00 Rp835.750.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2021 sebesar Rp868.556.000,00 atau
33,73% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi Belanja Modal Tanah
tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp32.806.000,00 atau 3,93% dari realisasi
tahun 2020 sebesar Rp835.750.000,00. Rincian realisasi Belanja Modal Tanah tahun
2021 sebagai berikut.

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dan 2020
. 2021 . .
Uraian Anggaran (Rg) Realisasi (Rp) % Realisasi 2020(Rp)
Pengadaan Tanah Unfuk Bangunan Gedung - - 835.750.000,00
Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya 208.000.000,00 208.000.000,00 | 100,00 -
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air 2.367.077.500,00 660.556.00000 | 27,91 -
Jumlah 2.575.077.500,00 868.556.000,00 3373 835.750.000,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
2. Belanja Modal Peralatan dan 2021 2020
Mesin Rp135.694.486.128,00 Rp229.478.761.975,00
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 sebesar

Rp135.694.486.128,00 atau 86,30% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2021 mengalami penurunan
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sebesar Rp93.784.275.847,00 atau 40,87% dari

realisasi

tahun 2020 sebesar

Rp229.478.761.975,00. Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun

2020 sebagai berikut.

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020
. 2021 . o

Uraian Anggaran (Rp) Realisas Ry % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Alat Besar Darat 1.063.500.000,00 1.045.605.00000| 98,32 -
Belanja Modal Alat Bantu 137.708.000,00 135.813.00000 | 98,62 693.121.142,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 29.244.244.000,00 27586.379.87300 |  9433|  10.020.997.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 2.430.600.000,00 2170.194407,00| 8929 44.550.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 8.875.025,00 8.855.00000| 99,77 26.000.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 126.891.200,00 12594757500 99,26 9.050.000,00
Belanja Modal Alat Ukur 114.175.000,00 11348320000 99,39 366.330.292,00
Belanja Modal Alat Pengolahan 4.504.582.586,00 3.944.089.650,00| 87,56 3.135.317.009,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan - - 158.910.000,00
Belanja Modal Alat Kanfor 2.883.263.800,00 2.783.460.550,00 | 96,54 1.978.609.915,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.025.678.723,00 16.685.298.590,10 | 98,00  18.488.260.307,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 627.566.875,00 619.198.50000 | 98,67 1.952.179.300,00
Belanja Modal Alat Studio 3.685.654.600,00 356295740030 | 96,67 2.554.661.718,00
Belanja Modal Alat Komunikasi 526.050.230,00 510.704.66000 | 97,08 558.086.500,00
Belanja Modal Alat Kedokteran 6.038.559.977,00 5901.92264400) 9774 |  47.508.506.088,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 10.122.528.732,00 8.308.467.188,00 | 8297  22.337.767.509,00
Belanja Modal Unit Alat Laboraforium 2.987.999.843,00 2939.839.500,00 | 98,39 1.145.867.100,00
Belanja Modal Alat Peraga Prakiek Sekolah 3.952.756.000,00 3878.32860000) 9812  76.313.707.004,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elekfronika 13.500.000,00 1320000000 97,78 563.200.000,00
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan - - 141.500.000,00
Belanja Modall Radiation Application and Non Destructive Testing 197.000.00000 19690000000 | 995
Laboratory Lainnya
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 303.788.500,00 302.801.00000 | 99,67 204.000.000,00
Belanja Modal Komputer Unit 15.571.845.500,00 14.709.064.74810 | 9446  40.677.721.821,00
Belanja Modal Peralatan Komputer 3462.291.115,00 334398111150 | 96,58 -
Belanja Modal Sumur 91.600.000,00 91.000.00000| 99,34
Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian 60.000.000,00 59.700.00000| 99,50
Belanja Modal Alat Bantu Produksi 175.100.000,00 175.037.00000| 99,9 -
Belanja Modal Alat Pelindung 200.000.000,00 139.380.000,00| 69,69 600.418.770,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.424.860.000,00 1.390.225.00000| 97,57 -
Belanja Modal Peralatan Olahraga 230.000.000,00 229.000.00000 | 99,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 37.984.938.000,00 2437156503400 | 6416
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 12.157.784.487,00 10.262.086.897,00| 8441 -

Jumlah 157.353.342.193,00 | 135.694.486.128,00 86,24]  229.478.761.975,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
LKPD Provingi Sulawesi Tengah Tahun 2021 (Audited) Bab V- 103




2021 2020

3. Belanja Modal Gedung dan

Rp146.500.635.512,15 Rp244.805.546.096,95

Bangunan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 sebesar
Rp146.500.635.512,15 atau 91,29% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2021 mengalami penurunan
sebesar Rp98.304.910.584,80 atau 40,16% dari tahun 2020 sebesar
Rp244.805.546.096,95. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun
2021 sebagai berikut :

realisasi

Tabel 5.31
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dan 2020
. 2021 . ——

Uraian Anggaran (Rp] Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 147.924.269.257,00 135.383.175.313,15 91,52 244.331.716.514,95
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 5.334.300.055,00 5.065.105.199,00 | 94,95 473.829.582,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 4.917.776.570,00 4.005.665.000,00 | 8145 -
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 2.309.720.236,00 2.046.690.000,00 88,61 -

Jumiah 160.486.066.118,00 146.500.635.512,15 91,29]  244.805.546.096,95
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
4, Belanja Modal Jalan, Irigasi 2021 2020

dan Jaringan

Rp203.823.761.156,01

Rp147.282.208.399,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar

Rp203.823.761.156,01 atau 96,27% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2021 mengalami kenaikan
sebesar Rp56.541.552.757,01 atau 38,39% dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp
147.282.208.399,00. Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun

2021 sebagai berikut :

Tabel 5.32
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dan 2020
. 2021 . —
Uraian Anggaran (Rg) Realisasi (Rp) %o Realisasi 2020 (Rp)

Belanja Modal Jalan 147.764.491.966,00 146.32.54461901| 98,96 114.927.281.272,00
Belanja Modal Jembatan 3.945.470.400,00 3501.361.20000 | 88,74 1.978.300.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 44.553.350.499,00 30.397.887.856,00 | 8843 11.236.794.000,00
Belanja lodal Bangunan Pengaran SungaiPant can 473500000000| 460970080000 | 9735 7.259.331.358,00
Penanggulangan Bencana Alam

?ae:gsdaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air 593.660.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 3.103.526.000,00 2.658.732.800,00 | 85,67 351.739.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor 4.665.989.733,00 4.603.530.00000| 98,66 1.870.256.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 667.410.000,00 665.518.641,00 | 99,72 238.744.000,00
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Uraian

2021

%

Realisasi 2020 (Rp)

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Belanja Modal Instalasi Air Kotor 768.620.000,00 740.573.000,00 | 96,35 7.202.635.169,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 39.999.900,00 39.630.000,00 | 99,08 137.200.000,00
Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik 857.825.363,00 762.312490,00 | 88,87 56.500.000,00
Belanja Modal Instalasi Lain 100.000.000,00 99.500.000,00 - -
Belanja Modal Jaringan Listrik 494.017.090,00 488.047.00000 | 9879 1.429.767.600,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan rigasi BLUD 25.000.000,00 24.422.750,00 - -

Jumlah 211.720.700.951,00 203.823.761.156,01 | 96,27 147.282.208.399,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

2021 2020

5. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya

Realisasi

Belanja Modal

Rp14.014.180.646,00

Rp43.037.624.920,00

Aset Tetap Lainnya tahun 2021 sebesar

Rp14.014.180.646,00 atau 69,56% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021 mengalami penurunan sebesar
Rp29.023.444.274,00 67,44% 2020
Rp43.037.624.920,00. Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2021

atau dari realisasi tahun sebesar

sebagai berikut :

Tabel 5.33

Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dan 2020

. 2021 o
u 9 Real 2020 (R
raian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) & ealisas! (Re)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 46.050.000,00 46.050.000,00 | 100,00 | 19.123.858.030,00
Belanja ModaI.Bahan Perpustakaan Terekam 59.800.000,00 59.700.150,00
dan Bentuk Mikro
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 678.542.900,00 678.004.913,00 99,92 254.650.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya - - 39.500.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 370.000.000,00 325.740.000,00 | 88,04 -
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 18.992.469.000,00 | 12.904.685.583,00 | 67,95 | 23.619.616.890,00
Jumlah 20.146.861.900,00 | 14.014.180.646,00 | 69,56 | 43.037.624.920,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
5.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga 2021 2020

Rp23.674.085.565,00 Rp2.399.381.313,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya, yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Kriteria untuk
Belanja Tak Terduga adalah kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan

berulang, termaksud pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
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sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2021 dianggarkan sebesar
Rp32.807.798.009,00 dengan realisasi sebesar Rp23.674.085.565,00. Rincian obyek
Belanja Tak Terduga ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.34
Rincian Obyek Belanja Tak Terduga Kejadian Luar Biasa Lainnya 2021

Uraian Jumlah (Rp)
Bantuan Dana Penyediaan Reagen RT-PCR dan Kelengkapannya pada UPT. Laboratorium Dinas Kesehatan Prov.
Sulleng. 3.666.771.900,00
Penyaluran Pengambalian Sisa Dana Alokasi Khusus (DAK). 341.984.828,00
pembiayaan Dapur Umum Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan Covid-19 bagi warga kompleks 86.000.000,00
Perumahan Dosen (PERDOS) UNTAD Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu.
Bantuan Dana penyediaan dukungan fasilitas operasional kesehatan dalam penanganan covid 19 serta kebutuhan 76.800.000,00
lainnya
Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-Obatan dalam rangka penanggulangan Covid-19 3.797.500.000,00
Pengembalian sisa Dana Kegiatan Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun 2020 342.336.300,00
tahun Anggaran 2021.
Bantuan Dana Penyediaan Pelaksana Pengendalian Banjir Sungai Janja Kab.Toli-Toli 3.339.752.500,00
Bantuan Dana Penyediaan Pelaksana Pengendalian Banjir Sungai Samalera Kab.Poso 7.874.868.000,00
Bantuan Dana Penyediaan Pelaksana Pengendalian Banjir Tuweley Kab. Toli-Toli 4.148.072.037,00
Jumlah 23.674.085.565,00

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

5.1.1.2.4 Belanja Transfer 2021 2020

Rp533.242.182.590,00 Rp 0,00

Transfer adalah Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Rincian
transfer Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 sebagai berikut :

Tabel 5.35
Realisasi Transfer Tahun 2021 dan 2020
. 2021 0 S
Uraian Anggaran (Rp] Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bagi Hasil 504.788.909.607,00 502.418.982.590,00 | 99,53 -
Belanja Bantuan Keuangan 55.888.000.000,00 30.823.200.000,00 | 55,15 -
Jumlah 560.676.909.607,00 533.242.182.590,00 | 95,11 -

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel di atas menunjukkan realisasi transfer tahun 2021 sebesar
Rp533.242.182.590,00 degan capaian realisasi sebesar 95,11% dari anggaran yang
ditetapkan. Tahun 2020 tidak terdapat realisai Belanja Transfer, hal tersebut
dikarenakan perbedaan penyajian Belanja Transfer tahun 2021 berdasarkan uraian

akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
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1.

Belanja Bagi hasil 2021 2020

Rp502.418.982.590,00 Rp 0,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah suatu belanja yang dialokasikan

kepada setiap kabupaten/kota yang diberikan berdasarkan kemampuan dalam

merealisasikan target-target pendapatan atas pajak dan retribusi daerah yang

besarannya setiap kabupaten/kota bervariasi sesuai potensi dan target pendapatan

setiap tahun. Belanja Bagi Hasil tahun 2021 didasarkan pada:

a.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor:980/66/BAPENDA-G.ST/2021
tentang Penetapan Besaran Alokasi Kurang Salur DBH Pajak Daerah Bagian
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah TA 2020 tanggal 08 Februari 2021.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 980/85/BAPENDA-G.ST/2021
tentang Penetapan Besaran Target Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Februari
2021.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/182/BAPENDA-G.ST/2021
tentang Penetapan Besaran Penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Triwuulan I TA 2021 tanggal 17 Mei 2021.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/661.1/BAPENDA-
G.ST/2021 tentang Penetapan penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan II TA 2021 tanggal 3 Agustus 2021.
Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/386/BAPENDA-G.ST/2021
tentang Penetapan Besaran Penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian Kabupaten/Kota
Se-Sulawesi Tengah Triwulan III TA 2021 tanggal 5 November 2021.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/392/BAPENDA-G.ST/2021
Tentang (perubahan) Penetapan Besaran Target DBH Pajak Daerah Bagian
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah TA 2021 tanggal 12 November 2021.

Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 980/466/BAPENDA-G.ST/2021
Tentang Penetapan Besaran Penyaluran DBH Pajak Daerah Bagian
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan IV TA 2021 tanggal 27 Desember
2021.
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Realisasi 2021
Rp502.418.982.590,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp504.788.909.607,00 atau
99,53%.. Berikut rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan:

Tabel 5.36
Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2021 dan 2020

Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun sebesar

. 2021 _

Uraian Anggaran (Rp] Realisasi(Rp) ” Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bagi Hasil kepada Kota Palu 85.800.581.775,00 85.800.581.775,00 | 100,00 74.790.199.372,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Donggala 35.740.939.882,00 35.740.939.882,00 | 100,00 29.568.885.689,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Poso 47.560.944.456,00 47.560.944.456,00 | 100,00 41.763.054.166,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Tolitoli 36.764.820.099,00 36.764.820.099,00 | 100,00 31.174.005.287,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Banggai 55.124.546.278,00 56.124.546.278,00 | 100,00 46.927.920.606,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Tojo Una-Una 29.224.319.696,00 29.224.319.696,00 | 100,00 24.126.319.367,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Buol 26.395.651.390,00 26.395.651.390,00 | 100,00 22.853.063.146,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Parigi Moutong 51.833.507.665,00 51.833.507.665,00 | 100,00 46.042.302.324,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Morowali 36.607.848.806,00 34.237.921.78000 | 93,63 25.781.553.859,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Banggai Kepulauan 23.097.351.306,00 23.097.351.306,00 | 100,00 19.635.590.790,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Sigi 32.364.197.810,00 32.364.197.810,00 | 100,00 26.983.880.390,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Banggai Laut 18.403.120.126,00 18.403.120.126,00 | 100,00 15.750.711.016,00
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten Morowali Utara 25.871.080.318,00 25.871.080.318,00 | 100,00 21.984.742.292,00

Jumiah 504.788.909.607,00 502.418.982.590,00 99,53 427.382.228.304,00
Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
2. Belanja Bantuan Keuangan 2021 2020

Rp30.823.200.000,00 Rp 0,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah setelah alokasi belanja wajib terpenuhi sesuai perintah undang-
undang. Pemberian bantuan keuangan didasarkan pada pertimbangan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintah pada
daerah bawahan.

Pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ada
yang bersifat umum bertujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan ada juga
bantuan yang bersifat khusus guna membantu capaian kinerja program prioritas
pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagai penerima bantuan.

Bantuan lain yang dialokasi dalam APBD tahun 2021 adalah bantuan
keuangan kepada Partai Politik, dan Bantuan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku

dan dianggarkan dalam APBD.
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Belanja Bantuan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp30.823.200.000,00 dari
yang dianggarkan sebesar Rp55.888.000.000,00 atau 55,15%. Berikut rincian realisasi

Belanja Bantuan Keuangan :

Tabel 5.37
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2021 dan 2020
. 2021 .
Uraian Anggaran (Rp] Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah 55.888.000.000,00 30.823.200.000,00 | 55,15
Kabupaten/Kota
Jumlah 55.888.000.000,00 30.823.200.000,00 | 55,15

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Adapun rincian penyaluran belanja bantuan keuangan tahun 2021 sebagai berikut :
a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
1) Kepada Kabupaten Banggai Laut dalam rangka pelaksanaan Seleksi Tilawatil
Qur'an (STQ) yang ke- XXVI Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar
Rp600.000.000,00
2) Kepada Kabupaten Buol, dalam rangka Pelaksanaan POPROV Tingkat Provinsi
Sulawesi Tengah sebesar Rp1.000.000.000,00
3) Insfrastruktur Mesjid di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah
Rp598.500.000,00
4) Pemerintah Kota Palu untuk Pembebasan Lahan Jalan Cumi-Cumi
Rp25.000.000.000,00
5) Pembebasan Lahan Pengadaan Tanah Hunian Tetap Pasca bencana pada
Pemerintah Kabupaten Sigi Rp3.624.700.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya
Belanja Bantuan Keuangan Lainnya Tahun 2020 merupakan bantuan keuangan
kepada partai politik yang menjadi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik di Tahun 2021.

5.1.1.3 Transfer

Realisasi Transfer Tahun 2021 Sebesar Rp0,00 dan Tahun 2020 sebesar
Rp470.641.471.334,00. Tidak adanya anggaran dan realisasi Transfer Tahun 2021
disebakan Transfer dialokasi pada Belanja Transfer berdasarkan uraian akun yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
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5.1.1.4 Surplus/(Defisit)

Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021
memperoleh surplus sebesar Rp356.172.977.660,37 dan tahun 2020 defisit sebesar
Rp87.728.860.760,83. Surplus pada tahun 2021 terdiri atas pendapatan sebesar
Rp4.695.680.785.591,80 dikurangi dengan belanja sebesar Rp4.339.507.807.931,43.

5.1.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terinci sebagai berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 dan 2020
, 201 i
Uraian Anggaran R0 Reaisasi Ry) % | Realisasi 2020 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan Dagrah 342.200.281.165,00 | 342.565.200.39051 | 100,11]  429.929.141.925,60
Pengeluaran Pembiayaan Daerah - - 0,00 -
Pembiayaan Netio 342.200.281.165,00 | 342.565.200.39051 | 100,11]  429.929.141.925,60

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel 5.38 menujukkan realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2021
sebesar Rp342.565.200.390,51 dari anggaran sebesar Rp342.200.281.165,00.
Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020 sebesar Rp429.929.141.925,60
mengalami penurunan sebesar Rp87.363.941.535,09 atau 20,32%.

5.1.1.5.1 Penerimaan 2021 2020

Pembiayaan Rp 342.565.200.390,51 Rp 429.929.141.925,60

Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 merupakan
Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.

Penerimaan pembiayaan per 31 Desember tahun 2021 dianggarkan sebesar
Rp342.200.281.165,00 dan terealisasi sebesar Rp342.565.200.390,51 atau 100,11%.
Dari total realisasi terdapat selisih SiLPA sebesar Rp364.919.225,74.

Perbedaan antara Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar
Rp364.919.225,51, dengan rincian sebagai berikut.
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1. Koreksi Tambah atas sisa dana yang ada pada Rekening yang baru ditemukan
pada Tahun 2022 vyang memiliki saldo sebelum tahun 2021 sebesar
Rp364.919.225,74 yang terdiri dari :

1 Sisa Kas Pada Rekening Pasif 375.637.824,74
2 Jasa Giro Dana Bos (10.674.508,00)
3 Jasa Giro Dinas Pendidikan (43.173,00)
4 Jasa Giro Dinas Sosial (918,00)

Jumlah 364.919.225,74

2. Selisih penganggaran SiLPA sebesar Rp0,23 dari SILPA tahun 2020 sebesar
Rp342.200.281.164,77.

5.1.1.5.2 Pengeluaran 2021 2020
Pembiayaan Rp 0,00 Rp Rp 0,00
Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah yang penggunaannya diantaranya untuk penyertaan modal daerah.

Pengeluaran pembiayaan di tahun anggaran 2021 tidak dianggarkan.

5.1.1.5.3 Pembiayaan Netto 2021 2020
Rp 342.565.200.390,51 Rp 429.929.141.925,60

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan

Pengeluaran pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

2021 2020
PENERIMAAN PEMBIAYAAN 342.565.200.390,51 429.929.141.925,60
PENGELUARAN PEMBIAY AAN - -
PEMBIAYAAN NETTO 342.565.200.390,51 429.929.141.925,60

Realisasi Pembiayaan Netto TA 2021 sebesar Rp342.565.200.390,51 dari
anggaran sebesar Rp342.200.281.165,00. Dibandingkan realisasi tahun anggaran 2020
sebesar Rp429.929.141.925,60 mengalami peenurunan sebesar Rp87.363.941.535,09
atau 20,32%.

5.1.1.6 Sisa Lebih/Kurang 2021 2020

Pembiayaan Anggaran Rp 698.738.178.050,88 Rp342.200.281.164,77

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), yang menujukkan kelebihan

atau kekurangan pendapatan dan penerimaan dibanding belanja dan pengeluaran
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daerah. Pada tahun anggaran 2021 APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

mengalami SILPA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.39
Perhitungan SILPA Tahun 2021
, 2021 o
Uraian e Realisasi (Rp) % Realisasi 2020 (Rp)

Pendapatan 4.327.677.511.238,00  4.695.680.785.591,80 108,50  4.193.329.057.130,07
Belanja 4669.877.792.403,00  4.339.507.807.931,43 92,93  4.281.057.917.890,90
Surplus/(Defisit) (342.200.281.165,00) 356.172.977.660,37 0,00 (87.728.860.760,83)
Pembiayaan Netto 342.200.281.165,00 342.565.200.390,51 100,11 429.929.141.925,60
Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA 0,00 698.738.178.050,88 0,00 342.200.281.164,77

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Tabel diatas menunjukan terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2020
dengan penganggaran SiLPA dalam Perda nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
APBD 2021. Realisasi SILPA tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 dan yang
dianggarkan di tahun 2021 sebesar Rp342.200.281.165,00 terdapat perbedaan
sebesar Rp0,23.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2021 sebesar
Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp356.537.896.886,11 atau
104,19% dari tahun anggaran 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77. Adapun rincian
SILPA sebagai berikut.

Tabel 5.40
Rincian Perhitungan SILPA Tahun 2021 dan 2020

Per 31 Desember 2021 Per 31 Desember 2020 _

No Uraian (Rp) (Rp)

1. Kas di Kas Daerah 555.523.378.338,06 316.571.833.399,24

2. Kas di Bendahara Penerimaan 950.000,00 -

3. Kas di Bendahara Pengeluaran 388.030.407,74 238.480,00

4. Kas di BLUD 140.014.741.154,08 7.666.118.451,53

6. Kas di Bendahara BOS 2.811.078.151,00 17.962.090.834,00
Jumlah 698.738.178.050,88 342.200.281.164,77

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

1. Kas di Kas Daerah merupakan uang yang berada pada Rekening Kas Umum
Daerah sebesar Rp555.523.378.338,06.
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2. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp950.000,00 yang berada pada
Bendahara Penerimaan UPT. Museum Dan Taman Budaya yang merupakan
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum disetorkan

3. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp388.030.407,74 yang berada pada
rekening Bendahara Pengeluaran SKPD berupa pendapatan jasa giro dank as
lainnya yang belum disetor per 31 Desember 2021 ke Kas Daerah.

4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah adalah uang yang berada pada rekening
bendahara BLUD sebesar Rp140.014.741.154,08, yang terdiri dari RSUD Undata
sebesar Rp38.200.866.758,87 dan RSUD Madani sebesar Rp101.813.874.395,21
yang merupakan pelampauan pendapatan tahun 2021.

5. Kas BOS sebesar Rp2.811.078.151,00 terdiri atas saldo kas Kegiatan Dana BOS
2021 sebesar Rp886.043.509,00, saldo kas Kegiatan Sisa Dana BOS tahun 2020
dan tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp1.765.739.907,00, serta jasa giro sebesar
Rp159.294.735,00.
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5.1.2 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan

laporan yang

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini secara ringkas laporan

perubahan Saldo Anggaran Lebih Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021:

Tabel 5.41

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2021 dan 2020

. Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020
No. Uraian

(Rp) (Rp)
1 |Saldo Anggaran Lebih Awal 342.200.281.164,77 429.938.306.420,60
2 |Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 342.565.200.390,51 429.929.141.925,60
Sub Total (364.919.225,74) 9.164.495,00
3 |Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 698.738.178.050,88 342.200.281.164,77
Sub Total 698.373.258.825,14 342.209.445.659,77
4 |Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 364.919.225,74 (9.164.495,00)
5 |Lain-lain - -
Saldo Anggaran Lebih Akhir 698.738.178.050,88 342.200.281.164,77

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Terdapat perbedaan antara SILPA tahun 2020 dengan penganggaran SiLPA
dalam Perda nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD 2021. Realisasi SILPA
tahun 2020 sebesar Rp342.200.281.164,77 dan yang dianggarkan di tahun 2021
sebesar Rp342.200.281.165,00 terdapat perbedaan sebesar Rp0,23. Pos Laporan
Perubahan SAL dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SILPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun anggaran 2021 sebesar
Rp342.200.281.164,77 menurun sebesar Rp87.738.025.255,83 atau 20,41% dari

tahun 2020 sebesar Rp429.938.306.420,60.

5.1.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih adalah Penerimaan Pembiayaan atas
penggunaan SILPA tahun 2020. Penggunaan SAL di tahun 2021 sebesar
Rp342.565.200.390,51 terdapat selisih kurang dari saldo anggaran lebih awal sebesar
Rp364.919.225,74 . Jika dibandingkan dengan Penggunaan SAL di tahun 2020 sebesar
Rp429.929.141.925,60 maka Penggunaan SAL di tahun 2021 mengalami penurunan
sebesar Rp87.363.941.535,09 atau 20,32%.
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5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran merupakan selisih lebih/kurang
antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran
selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2021 sebesar
Rp698.738.178.050,88 mengalami kenaikan sebesar Rp356.537.896.886,11 atau
104,19% dibandingkan tahun anggaran 2020 sebeesar Rp342.200.281.164,77 dengan
uraian sebagai berikut:

Tabel 5.42
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Uraian Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020
Pendapatan Daerah 4.695.680.785.591,80(  4.193.329.057.130,07
Belanja Daerah 4.339.507.807.931,43|  4.281.057.917.890,90
Surplus / (Defisif) 356.172.977.660,37 (87.728.860.760,83)
Pembiayaan Netto 342.565.200.390,51 429.929.141.925,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 698.738.178.050,88 342.200.281.164,77

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.

Surplus sebesar Rp356.172.977.660,37 merupakan selisih lebih antara
pendapatan LRA dan belanja selama periode pelaporan, sedangkan Pembiayaan Netto
sebesar Rp342.565.200.390,51 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, merupakan koreksi atas
kelebihan dan kekurangan pencatatan saldo akhir periode tahun anggaran 2020
sebesar Rp364.919.225,74,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.43
Rincian Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

No Uraian (Rp)

1 |Sisa Kas Pada Rekening Pasif 375.637.824,74

2 |Jasa Giro Dana Bos (10.674.508,00)

3 |Jasa Giro Dinas Pendidikan (43.173,00)

4 |Jasa Giro Dinas Sosial (918,00)
Jumlah 364.919.225,74

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
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5.1.2,5 Saldo Anggaran Lebih
Rincian saldo anggaran lebih per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar

Rp698.738.178.050,88 dan Rp342.200.281.164,77 sebagai berikut :

Tabel 5.44
Rincian Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 dan 2020
. Per 31 Desember 2021 | Per 31 Desember 2020
No Uraian
(Rp) (Rp)

1 |Kas di Kas Daerah 555.523.378.338,06 316.571.833.399,24
2 |Kas di Bendahara Penerimaan 950.000,00 -
3 |Kas di Bendahara Pengeluaran 388.030.407,74 238.480,00
4 |KasdiBLUD 140.014.741.154,08 7.666.118.451,53
5 |Kas di Bendahara BOS 2.811.078.151,00 17.962.090.834,00
Jumlah 698.738.178.050,88 342.200.281.164,77

Sumber : BPKAD Prov. Sulteng, data diolah.
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5.1.3 Penjelasan Pos Neraca

Neraca adalah laporan untuk memberikan gambaran posisi keuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mencakup aset, kewajiban dan d&uitas
dana per 31 Desember 2021 Aset meliputi aset lancar dan non lancar. Aset lancar
adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk
dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan
setara kas yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan
persediaan. Pos Investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga)

sampai 12 (dua belas) bulan.

2021 2020

5.1.3.1 Aset Rp 7.159.198.685.233,42 Rp6.508.588.607.883,54

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan aset lain-lain. Aset per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar
Rp7.159.198.685.233,42 dan Rp6.508.588.607.883,54, dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 5.45
Posisi Jumlah AsetTahun 2021 dan 2020

Sumber : BPKAD Prov.Sulteng, data diolah.

Tabel 5.45 menunjukan pos-pos aset per 31 Desember 2021 Nilai aset yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp7.159.198.685.233,42
mengalami kenaikan sebesar R[$50.610.077.349,88 atau 10,00% jika dibandin gkan
dengan tahun anggaran 2020 sebesar R5.508.588.607.883,54.

Berikut ini dapat dilihat kontribusi jenis aset terhadap total aset Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tengahtahun 2021.
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